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ABSTRAK 
 
Puri Tunjung Sari, E.0006201. 2010. STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN 
GADAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 
DENGAN GADAI MENURUT HUKUM ISLAM (SYARIAH) DI 
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG PURWOTOMO 
SURAKARTA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo telah sesuai dengan 
landasan hukum masing-masing sistem gadai, kemudian tujuan selanjutnya yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kekhususan dari pelaksanaan 
Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum 
Islam (Syariah), dan tujuan terakhir dari penelitian ini adalah mengetahui komparasi 
pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, 
mengkaji mengenai pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Pendekatan penelitian dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan 
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian 
yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah)di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo telah sesuai 
dengan landasan hukum masing-masing. Kekhususan dari pelaksanaan Gadai 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo yaitu kemudahan, kecepatan dan keamanan transaksi 
gadai. Kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo adalah prosedur gadainya 
yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Berdasarkan komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terdapat beberapa 
perbedaan yaitu dalam hal landasan hukum, para pihak dalam gadai, tanda bukti 
gadai, pemberian keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian, perjanjian, penetapan 
periode (jumlah hari), jangka waktu maksimal gadai, perbadingan tarif sewa modal 
dan tarif Ijarah, eksekusi, dan kelebihan uang hasil lelang. 
Kata Kunci : pegadaian, gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata, gadai 
menurut hukum islam (syariah). 
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ABSTRACT 
Puri Tunjung Sari. E0006201. 2010. COMPARATIVE STUDY THE 
EXECUTION OF PAWN ACCORDING TO CIVIL LAW WITH PAWN 
ACCORDING TO ISLAMIC LAW (SHARIA) IN PAWNSHOP 
DEPARTMENT BRANCH IN PURWOTOMO SURAKARTA  
This study aimed to determine whether the execution of the pawn by the Book 
of Civil Law Act and Pawn according to Islamic law (Sharia) in Pawnshop 
Department Purwotomo branch in accordance with their respective legal basis lien 
system, then specificity of the implementation of the Pawn according to Civil Law 
and Islamic Law (Sharia), and comparisons the execution of Pawn according to Civil 
Law Act and Pawn according to Islamic law (Sharia) in Pawnshop Department 
branch in Purwotomo.  
This study is a descriptive empirical laws research, review of implementation 
Pawn according to Civil Law Act and Pawn according to Islamic law (Sharia). 
Research approach in this research is a qualitative approach. Type of research data 
used consisted of primary and secondary data. Source of research data collection 
techniques used were interviews and literature study.  
The results showed that the implementation of the Pawn according to Civil Law 
and the implementation of Pawn according to Islamic law (Sharia) in Pawnshop 
Department Branch in Purwotomo is accordance with their respective legal basis. 
Specificity the implementation of Pawn according to Civil Law in Pawnshop branch 
in Purwotomo is ease, speed and security of mortgage transactions. Specificity the 
implementation of Pawn according to Islamic law (Sharia) in Pawnshop Department 
branch in Purwotomo is the pawn procedure that based on Sharia principles and the 
existence of the Sharia Supervisory Board (SSB). Based on the execution comparison 
of Pawn according to Civil Law Act and Pawn according to Islamic law (Sharia), 
there are some differences in terms of legal basis, the parties in pawn, pawn receipt, 
the benefits that customers give to the pawnshop, agreement, stipulating the period 
(number of days), the maximum term of mortgage, a comparison of capital rental 
rates and tariffs ijarah , execution, and the excess money from the auction.  
Keywords: pawnshop, pawn according to civil law, pawn according to islamic law 
(Sharia). 
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MOTTO 
 
 
 
Every story always has an ending  
But in life every ending is a new beginning 
 
 
 
Tidak ada sukses yang permanen, sama seperti tidak ada 
kegagalan yang benar-benar tak bisa diperbaiki 
(Mike Ditka) 
 
 
Percaya dan yakin pada diri sendiri, hanya itu resep 
paling manjur untuk menaklukkan kehidupan 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
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BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Uang atau dana merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, dengan 
berbagai cara manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Salah 
satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan 
kredit. Kredit dapat dimanfaatkan secara konsumtif seperti memenuhi kebutuhan 
dana sehari-hari maupun untuk investasi penambahan modal kerja. Jasa kredit 
dapat diperoleh dari berbagai lembaga keuangan. Sekarang ini lembaga keuangan 
yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: lembaga keuangan bank dan 
lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dalam pendirian sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan 
Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, 
asuransi dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Untuk mengatasi kesulitan 
dana, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang 
berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga 
tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat inbezitstelling dimana barang jaminan 
harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. Barang yang dijaminkan 
tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi 
pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang bergerak untuk memperoleh 
sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut 
disebut dengan nama usaha gadai. Kredit tidak lepas hubungan dari lembaga 
jaminan. Lembaga jaminan timbul karena dua hal yaitu karena Undang-Undang 
dan karena perjanjian. Salah satu lembaga jaminan yang timbul karena perjanjian 
adalah Lembaga Gadai. 
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Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. 
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas kewilayah-wilayah Eropa 
lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat 
Pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindian Belanda. 
Peter J. Drake berpendapat terbentuknya pegadaian di Indonesia disebabkan 
oleh: 
From the earliest times, traditional codes of law buttressed the importance 
of indebtedness and its inevitable consequences of bondage and debt 
slavery for those peasants who could not make ends meet. It was easy to 
fall into such situations because of high rates of interest resulting from low 
savings and scarce capital in the agricultural economy. Peter Boomgaard 
traces the history of debt, interest, and bondage within legal frameworks 
from 1400 to 1800. Feudal laws still pertained as the economy moved 
increasingly from agriculture to trade and commerce. With Dutch 
colonization came further laws that promoted the documentation and 
enforcement of debt contracts. Thus, there was long-run continuity in the 
legal and political regulation of credit. The institutional legacy of the 
colonists also included cooperative societies, which were introduced 
around 1901. Indonesians took readily to cooperatives because they were 
compatible with indigenous traditions of collectivism (Peter J. Drake, 
2010: 107). 
 
Menurut keterangan di atas dapat diartikan bahwa: 
Zaman dahulu, hukum tradisional menopang pentingnya hutang dan 
merupakan konsekuensi dari perbudakan hutang yang tidak dapat 
dihindarkan bagi petani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam 
ekonomi yang berbasis agrikultural sangat mudah untuk berada dalam 
situasi ini karena bunga pinjaman yang tinggi yang menyebabkan 
rendahnya nilai simpanan. Peter Boomgaard mencatat sejarah tentang 
hutang, bunga, dan perbudakan dalam kerangka kerja hukum pada tahun 
1400-1800. Hukum feodal berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dari pertanian, perdagangan, dan perniagaan. Dengan datangnya 
penjajahan Belanda membawa hukum lebih lanjut mengenai dokumentasi 
dan penegakan kontrak hutang. Maka, ada kesinambungan jangka panjang 
dalam peraturan hukum dan politik tentang kredit. Hal tersebut merupakan 
warisan kelembagaan koloni dan termasuk koperasi masyarakat, yang 
diperkenalkan sekitar 1901. Indonesia mengadopsi ketentuan tersebut 
karena sesuai dengan tradisi/adat. 
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Landasan hukum dari gadai yang dibawa masuk oleh orang-orang Belanda ke 
Hindia Belanda adalah Burgerlijk Wetboek Hindia Belanda atau Hukum Perdata 
Hindia Belanda. Hukum Perdata Hindia Belanda berinduk pada Hukum Perdata 
Belanda yang disebut Bugerlijk Wetboek yang disingkat BW. Kodifikasi Hukum 
Perdata Hindia Belanda diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui 
Staatsblad No.23 tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan asas 
Konkordansi Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Hukum Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum 
digantikan dengan undang-undang nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
Burgerlijk Wetboek Hindia Belanda atau Undang-Undang Hukum Perdata Hindia 
Belanda merupakan induk dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan tentang gadai di atur 
dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 tentang Gadai. 
Pada waktu Pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari 
Pegadaian merupakan satu-satunya acuan dalam mengelola Pegadaian. 
Pengelolaan Pegadaian dapat dilaksanakan meskipun perusahaan tersebut 
mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) 
keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Disamping berusaha 
memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, 
manajemen Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian juga berusaha agar 
pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau 
setidaknya penerimaan yang di dapat mampu menutup seluruh biaya dan 
pengeluarannya sendiri. Produk-produk yang ditawarkan di Pegadaian antara lain, 
yaitu: Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian (Gadai 
Gabah), Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista), Kredit Angsuran Sistem Gadai 
(Krasida), dan Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi). Sesuai dengan tujuan 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yaitu membantu masyarakat golongan 
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ekonomi lemah yang membutuhkan dana segera maka Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian melakukan pengembangan usaha gadai berdasarkan Hukum 
Islam yang disebut dengan produk Rahn (Gadai Syariah). 
Di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sistem gadai terbagi atas 2 (dua), 
yaitu: sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sistem 
Gadai menurut Hukum Islam (syariah). Dimana dalam pelaksanaannya, 
masyarakat diberikan pilihan untuk mempergunakan salah satu dari sistem ini. 
Landasan hukum dari sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata adalah Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam 
pelaksanaannya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sistem Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.  
Sistem Gadai menurut Hukum Islam (syariah) menggunakan prinsip bagi 
hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Islam 
merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang jaman. Keuniversalan 
konsep Islam merupakan jawaban atas keterbatasan manusia dan pemikirannya 
yang temporal dan parsial. Sistem Gadai menurut Hukum Islam (syariah) terlahir 
karena adanya perkembangan yang sangat signifikan dari sistem ekonomi Islam. 
Perkembangan sistem Gadai menurut Hukum Islam (syariah) tergolong cepat 
karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan muslim, bahwa sistem Gadai 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengandung unsur riba yang 
dilarang di agama Islam. Pada dasarnya, Sistem ekonomi Islam menawarkan 
peletakan kembali posisi dan peranan uang sesuai dengan harkatnya, melalui 
perekatan kembali kekuatan money illusion pada the true value-nya. Melalui 
penihilan aktitifitas spekulatif maupun excessive hoarding, serta implementasi 
instrumen Zakat, sistem ekonomi Islam mencegah eksploitasi uang untuk tujuan-
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tujuan egoistis individu dan meletakkan uang dalam lanskap mencapai 
kesejahteraan bersama (well-being of humanity) (Janu Dewandaru. 2009: 22).  
Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga 
dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan 
sebagai komoditas yang diperdagangkan. Pelaksanaan transaksi gadai dalam 
sistem Gadai menurut Hukum Islam (syariah) dapat diketahui telah sesuai dengan 
ketentuan Hukum Islam. Hal ini terlihat dalam pengambilan keuntungan yang 
berdasarkan ketentuan syariah, yaitu: dengan cara mengambil keuntungan lewat 
jalan sewa menyewa tempat (rahn) dan jasa penitipan barang (ijaroh), sehingga 
terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.  
Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai 
perbandingan pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dengan Gadai menurut Hukum Islam (syariah) di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Selain itu penulis juga ingin 
mengangkat mengenai kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Purwotomo. Diharapkan penelitian ini 
dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal kedua sistem gadai yang 
terdapat di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta, 
sehingga masyarakat mempunyai semakin banyak pilihan dalam menentukan 
sistem gadai yang dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai keinginan mereka. 
Untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum dalam rangka 
tugas akhir dengan judul: 
“STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN GADAI MENURUT KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN GADAI MENURUT 
HUKUM ISLAM (SYARIAH) DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN 
CABANG PURWOTOMO SURAKARTA” 
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B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok 
yang timbul secara jelas dan sistematis. Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih 
rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan landasan hukum 
masing-masing sistem gadai? 
2. Apa kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta? 
3. Bagaimana komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan 
data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan 
masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta dengan landasan hukum masing-masing sistem gadai. 
b. Untuk mengetahui  kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dengan Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta. 
c. Untuk mengetahui komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan serta 
pemahaman penulis dalam bidang hukum perdata dan Hukum Islam 
khususnya mengenai Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis setiap mahasiswa dalam meraih 
gelar kesarjanaan (Strata1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat yang berguna, 
khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat 
yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 
hukum khususnya hukum pembiayaan dan jaminan. 
b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penulisan di bidang 
karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum 
pembiayaan dan jaminan. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk 
pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 
dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan 
kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta 
perubahan pengetahuan mengenai sistem gadai baik sistem Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun sistem Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah). 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat 
penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam 
mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. 
Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana 
yang akan dipergunakan, penulis harus cermat agar metode nanti tepat dan sesuai, 
sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Dengan demikian metodologi penelitian 
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merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2008: 5-7).  
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dalam penelitian ini  menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian 
hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. 
Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer 
sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi. Dalam hal ini 
peneliti ingin mengkaji mengenai komparasi pelaksanaan  Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini 
termasuk penelitian yang bersifat hukum deskriptif. Suatu penelitian 
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu didalam 
memperkuat teori – teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori – teori 
baru (Soerjono Soekanto, 2008: 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif, 
yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada 
data-data yang digunakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga 
perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 
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(Soerjono Soekanto, 2006:250). Penulis menggunakan metode ini karena 
metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan 
dengan kenyataan serta lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
banyak penajaman dengan pola-pola nilai yang dihadapi. 
4. Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 
dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh secara 
langsung dari responden-responden berupa keterangan atau fakta-fakta 
(Soerjono Soekanto, 2006:12). Data primer dalam penelitian ini adalah 
berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di Perusahaan 
Umm (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta serta Nasabah 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan-keterangan atau 
pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
studi kepustakaan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan, buku harian dan sumber-sumber tertulis lainnya 
(Soerjono Soekanto, 2006:12). 
5. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian 
(Soerjono Soekanto, 2006:12). Dalam hal ini, sumber data primer 
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merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari 
pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung 
mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi 
sumber data primer Pimpinan Cabang, Karyawan, dan Nasabah 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder berupa bahan dokumen, peraturan perundang-
undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang 
mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian; 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian;  
d) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
e) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data 
dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk 
memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Wawancara, merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan 
tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-
pihak yang berkompeten di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
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Purwotomo  Surakarta antara lain Pimpinan Cabang, Karyawan dan 
Nasabah dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Purwotomo. 
b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan di lapangan. 
c. Studi kepustakaan, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini 
penulis akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari: 
1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-
pokok bahasan penelitian. 
7. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala, atau 
seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah 
laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan 
merupakan unit satuan yang teliti (Bahder Johan Nasution, 2008:145). Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Nasabah dari Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi 
yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu agar penelitian dapat 
dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan mereduksi obyek 
pengkajian atau penyelidikan agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk 
itu diambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau 
mewakili populasi. Cara demikian disebut dengan sampling. Dan obyek dari 
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populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel. Jadi yang dimaksud 
dengan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Bahder 
Johan Nasution, 2008:147). Dalam penentuan sampel, penelitian ini 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Dalam purposive sampling 
pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tau sifat-sifat tertentu 
yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sebutan purposive menunjukkan 
bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Purposive 
sampling didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan 
populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan, masih samar-
samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira (Sutrisno Hadi, 
1979:82). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Nasabah produk 
KCA (Kredit, Cepat, Aman) dan Nasabah produk Rahn (Gadai Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses yang dimulai dengan menelaah data yang 
tersedia dari berbagai sumber, kemudian mereduksi data, dan menyusunnya 
dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan sehingga data yang diperoleh 
tersebut dapat ditafsirkan. (Lexy J. Moleong, 2009:247).  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 
data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
pada orang lain. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 
secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya 
sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. 
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F. Sistematika Penelitian Hukum 
Penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: 
 BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. 
 
 
 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang terdiri dari tinjuan 
tentang hukum jaminan, tinjauan tentang Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, tinjauan tentang Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah), dan tinjauan tentang Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian; serta kerangka pemikiran. 
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum 
Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
Purwotomo dengan landasan hukum masing-masing sistem gadai; 
kekhususan dari Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta; kemudian komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta. 
 BAB IV : PENUTUP 
Bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu simpulan dan saran terkait 
dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan tentang Hukum Jaminan 
a. Pengertian Hukum jaminan 
Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of 
law, zekerheidstelling, atau zekerheidsrechten. Sehubungan dengan 
pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan 
pengertian hukum jaminan. Secara umum jaminan diartikan sebagai 
penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk 
menangung pembayaran kembali suatu hutang. 
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan 
segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang 
sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata menentukan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan 
bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang 
itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di 
antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.  Dengan 
demikian apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur maka 
kedudukan para kreditur adalah sama (asas Parasitas Credituriom). Jika 
kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, 
maka para kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu 
masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kerditur 
lain. 
Namun demikian Undang-Undang mengadakan penyimpangan 
terhadap asas keseimbangan ini, hal ini terlihat dari penggalan kalimat 
dalam Pasal 1132 ”kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-
alasan sah untuk didahulukan”. Alasan-alasan yang sah ini merupakan 
penyimpangan dari asas keseimbangan yaitu yang disebutkan dalam Pasal 
1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apabila ada piutang-
piutang dengan hak privilege (hak istimewa), gadai dan hipotek. Privilege 
merupakan penyimpangan dari undang-undang sedangkan gadai dan 
hipotek merupakan penyimpangan yang terjadi karena perjanjian. 
Sehingga apabila diantara piutang-piutang para kreditur ada terdapat 
piutang-piutang dengan hak privilege, gadai dan hipotek, maka atas hasil 
pelelangan seluruh kebendaan atau benda-benda tertentu milik debitur 
harus dipergunakan dahulu untuk melunasi piutang-piutang tersebut. Baru 
sisanya dibagikan menurut asas keseimbangan kepada para kreditur 
lainnya yang tidak mempunyai hak-hak tersebut.  
Piutang-piutang yang pelunasannya harus didahulukan dinamakan 
piutang preferen atau piutang istimewa. Sedangkan piutang-piutang yang 
pelunasannya diselesaikan menurut asas keseimbangan disebut piutang 
 77
konkruen. Kreditur yang mempunyai piutang preferen disebut kreditur 
preferen, sedangkan kreditur yang mempunyai piutang konkruen disebut 
kreditur konkruen. Kreditur preferen mempunyai hak preferensi/hak 
istimewa/hak untuk untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya 
(Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001: 6-7). 
Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada 
kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa 
debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. (H. Budi 
Untung, 2000: 56). Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan 
peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang 
kreditur terhadap seorang debitur (2003: 3). Sementara itu, Salim HS 
memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima 
jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 
mendapatkan fasilitas kredit (2004: 6). 
Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur yang terkandung 
didalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut: 
1) Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada 
ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak 
tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan 
hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk 
yurisprudensi. Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis 
adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik 
penyelenggaraan pembebanan hutang dengan suatu jaminan. 
2) Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan 
hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan 
(kreditur). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak 
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yang berhutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu, yang 
menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan 
kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat menjadi 
pemberi jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang 
mendapat fasilitas hutang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang 
menjadi obyek jaminan hutang tertentu. Adapun penerima jaminan, 
lazimnya dinamakan kreditur, yaitu pihak yang berpiutang dalam 
suatu hubungan hutang piutang tertentu, yang menerima penyerahan 
suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jamian 
(debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa 
orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang 
pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan. 
3) Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena 
hutang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan disini sedapat 
mungkin dapat dinilai dengan uang. Jaminan disini bisa jaminan 
kebendaan maupun jaminan perseorangan. 
4) Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan 
dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan hutang 
tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan 
maksud untuk mendapat hutang, pinjaman atau kredit, yang diberikan 
oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum 
berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau 
investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan 
dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan hutang tertentu 
terhadap kreditur bila debitur melakukan wanprestasi. 
b. Macam-macam Jaminan Berdasarkan Obyeknya 
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Menurut Pasal 1131 maka yang dimaksud dengan jaminan adalah: 
meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada mupun yang baru akan 
ada dikemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus, 
benda-benda tersebut telah menjadi jaminan bagi seluruh hutang-hutang 
debitur. Selanjutnya Pasal 1132, menentukan: barang-barang itu menjadi 
jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan 
barang-barang iru dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing 
kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk 
didahulukan. Dari kedua  ketentuan ini dapat diketahui bahwa ada dua (2) 
macam jaminan, yaitu jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang, 
disebut jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian, disebut 
jaminan khusus. Jaminan khusus dapat dibedakan lagi, yakni jaminan 
kebendaan dan jaminan perorangan (Djaja S. Meliala, 2008: 45). 
 
 
Hukum jaminan berdasarkan objeknya dapat dibedakan sebagai berikut: 
1) Hukum jaminan dengan objek benda 
a) Hukum jaminan dengan objek benda tetap adalah hipotik dan 
credietverband. 
b) Hukum jaminan dengan benda bergerak, yaitu fidusia dan gadai. 
2) Hukum jaminan dengan objek perorangan, yaitu jaminan pribadi 
(personal guaranty) dan (corporate guaranty). (Mariam Darus 
Badrulzaman, 1994: 78) 
Berikut ini akan dijelaskan macam-macam jaminan berdasarkan 
pada obyeknya menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
1) Jaminan dengan Obyek Benda (Zakelijke Zekerheidsrechten) 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari 
Burgerlijk Wetboek merupakan kodifikasi hukum perdata material 
yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. 
Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum 
kebendaan. Ditilik dari sistematika Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari 
hukum kebendaan. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-
hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. 
Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak 
jaminan dimulai dari Titel Kesembilan Belas sampai dengan Titel Dua 
Puluh Satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam Pasal-Pasal 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur mengenai 
piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Secara rinci 
materi kandungan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang termuat 
dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, 
sebagai berikut : 
a) Bab XIX Tentang Piutang-Piutang Diistimewakan (Pasal 1131 
sampai dengan Pasal 1149); Bagian Kesatu tentang Piutang-
Piutang yang Diistimewakan Pada Umumnya (Pasal 1131 sampai 
dengan Pasal 1138); Bagian Kedua tentang-tentang Hak-Hak 
Istimewa yang Mengenai Benda-Benda Tententu (Pasal 1139 
sampai dengan Pasal 1148); Bagian Ketiga tentang Hak-Hak 
Istimewa atas Semua Benda-Benda Yang Bergerak Pada 
Umumnya (Pasal 1149); 
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b) Bab XX Tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, 
Pasal 1161 dihapuskan); 
c) Bab XXI Tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 
1232); Bagian Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 
1162 sampai dengan Pasal 1178); Bagian Kedua tentang 
Pembukuan-Pembukuan Hipotek Serta Bentuk Caranya 
Pembukuan (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194); Bagian 
Ketiga tentang Pencoretan Pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan 
Pasal 1197); Bagian Keempat tentang Akibat-Akibat Hipotek 
Terhadap Orang-Orang Ketiga yang Menguasai Benda yang 
Dibebani (Pasal 1198 sampai dengan Pasal 1208); Bagian Kelima 
tentang Hapusnya Hipotek (Pasal 1209 sampai dengan Pasal 
1220); Bagian Keenam tentang Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan 
Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab Pegawai-Pegawai yang 
Ditugaskan Menyimpan Hipotek dan Hal Diketahui Register-
Register oleh Masyarakat (Pasal 1121 sampai dengan Pasal 1232). 
2) Jaminan dengan Obyek Perorangan (Persoonlijke Zekerheidsrechten) 
Selain mengatur hak kebendaan, dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata diatur pula mengenai jaminan hak perseorangan, yaitu 
penanggungan hutang (borgtocht) dan perikatan tanggung-
menanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam Buku 
III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada Titel Ketujuh 
Belas dengan judul ”Penanggungan Hutang”, yang dimulai dari Pasal 
1820 sampai dengan Pasal 1850. Pasal-Pasal tersebut mengatur 
mengenai pengertian dan sifat penanggungan hutang, akibat-akibat 
penanggungan hutang antara debitur (yang terhutang) dan penjamin 
(penanggung) hutang serta antara para penjamin hutang dan hapusnya 
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penanggungan hutang. Secara rinci kandungan materi yang terdapat 
pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Titel Ketujuh Belas Buku 
III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut : 
Bab Ketujuh Belas tentang penanggungan hutang 
a) Bagian Kesatu tentang Sifat Penanggungan (Pasal 1820 sampai 
dengan Pasal 1830); 
b) Bagian Kedua tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara 
Debitur dan Penanggung Hutang (Pasal 1831 sampai dengan Pasal 
1839); 
c) Bagian Ketiga tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara 
Debitur dan Penanggung Hutang dan Antara Para Penanggung 
Hutang Sendiri (Pasal 1839 sampai dengan Pasal 1844); 
d) Bagian Keempat tentang Hapusnya Penanggungan Hutang (Pasal 
1845 sampai dengan Pasal 1850). 
Selain itu di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata juga diatur  mengenai jaminan hak perseoarangan lainnya, 
yaitu 
a) Perikatan Tanggung-menanggung (Perikatan Tanggung Renteng) 
sebagaimana diatur dalam Titel Kesatu Bagian Kedelapan dari 
Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 di bawah judul ”tentang 
Perikatan-Perikatan Tangung Renteng atau Perikatan-Perikatan 
Tanggung Menanggung”; 
b) Perjanjian Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Rachmadi Usman, 2008: 4-5). 
2. Tinjauan tentang Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata 
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a. Pengertian Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu gadai yang berlandaskan hukum 
Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum 
pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang 
berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan 
barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian 
antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2004: 246). 
Gadai, yang pengertian dan persyaratannya sebagai Pand (gadai dalam 
bahasa Belanda) merupakan lembaga hak jaminan kebendaan bagi 
kebendaan bergerak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Perumusan gadai diberikan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang bunyinya sebagai berikut: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 
berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang 
lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu 
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.  
Dari perumusan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di 
atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan 
kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang 
lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang 
tertentu, yang memberikan hak didahulukan pelunasan piutangnya kepada 
pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) atas kreditur lainnya (Kreditur 
Konkruen), setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang 
dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil 
penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan 
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(Rachmadi Usman, 2008: 105). Seperti yang terdapat dalam Pasal 1132 
dan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka gadai 
merupakan salah satu dari piutang-piutang preferen, sehingga jika terdapat 
beberapa kreditur maka kreditur gadai (kreditur preferen) memiliki hak 
untuk didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan  kreditur 
konkruen. 
Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk 
dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus 
dipenuhi: 
1) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak; 
2) Barang gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai dalam 
hal ini dari penguasaan debitur. Syarat bahwa barang gadai harus 
dibawa keluar dari kekuasaan si debitur pemberi gadai ini merupakan 
syarat inbezitstelling. Inbezistelling adalah penyerahan (levering) 
benda jaminan secara nyata (bezit) dari debitur kepada kreditur sebagai 
syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai. Syarat ini juga 
sebagai pemenuhan dari hak untuk menahan barang jaminan yang 
timbul dari perjanjian gadai terhadap kreditur gadai (kreditur 
preferen).; 
3) Gadai memberikan hak kepada kreditur preferen untuk memperoleh 
pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur konkruen (droit de 
preference/hak preferensi). Hal ini terjadi jika si debitur memiliki 
lebih dari satu hutang, maka kreditur gadai yang juga menjadi kreditur 
preferen (penerima gadai) mempunyai hak untuk didahulukan dalam 
pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain (kreditur 
konkruen); 
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4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur preferen (pemegang 
gadai) untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. 
Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1155 ayat (1) 
bila debitur (pemberi gadai) wanprestasi, pemegang gadai diberikan 
wewenang untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai yang 
diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) di 
depan umum (melalui pelelangan umum), kemudian mengambil 
sendiri pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan barang 
jaminan tersebut.  
b. Sifat-Sifat Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-
sifat khusus, sebagai berikut: 
1) Gadai bersifat asesor (accesoir), artinya sebagai pelengkap dari 
perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai tergantung pada 
adanya perjanjian pokok hutang-piutang, tanpa perjanjian hutang-
piutang tidak ada gadai. 
2) Gadai bersifat jaminan hutang dengan mana benda jaminan harus 
dikuasai dan disimpan oleh kreditur. 
3) Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak 
hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:171). 
c. Terjadinya Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut: 
1) Fase pertama: Perjanjian untuk memberikan gadai 
Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji 
sanggup memberikan benda bergerak sebagi jaminan. 
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2) Fase kedua: perjanjian pemberian gadai 
Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai 
ke dalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan ini memerlukan juga 
“kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan pemberian gadai ini 
secara bersama dengan penyerahan (levering) benda gadai secara 
nyata (bezit) merupakan syarat mutlak (inbezistelling) gadai, 
penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan. 
Seperti yang dijelaskan dalam unsur-unsur gadai sebelumnya, syarat 
mutlak (inbezistelling) gadai adalah penyerahan barang gadai secara 
nyata (bezit) ke dalam penguasaan pemegang gadai, maka tidak sah, 
jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur). 
Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari 
kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri 
dari padanya (Pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 94). 
d. Jangka Waktu 
Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila tidak 
ditentukan lain, pada dasarnya menentukan bahwa setelah jangka waktu 
pinjaman yang telah ditentukan oleh para pihak telah lampau waktu atau 
jatuh tempo, kreditur setelah melakukan peringatan untuk membayar dapat 
melelang barang gadai dimuka umum, untuk mengambil pelunasan 
sejumlah piutang beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. 
Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 bulan atau 120 hari. Jangka 
waktu pinjaman dihitung sejak tanggal pemberian uang pinjaman sampai 
batas akhir tanggal pelunasan atau jatuh tempo, dimana hari besar dan hari 
minggu turut dihitung, jangka waktu dapat diperpanjang dengan jalan 
ulang gadai. Ulang gadai adalah cara untuk memperpanjang jangka waktu 
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pinjaman (kredit) dengan jalan debitur hanya membayar bunga pinjaman 
yang terhitung dari saat menjaminkan sampai dengan jatuh tempo. 
e. Hapusnya Hak Gadai 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus 
mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun 
demikian bunyi ketentuan dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang 
menjadi dasar bagi hapusnya hak gadai, yaitu: 
1) Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin 
dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan 
yang merupakan perjanjian acessoir, artinya, ada atau tidaknya hak 
gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau 
pendahuluannya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian 
jaminan. Perjanjian pokok dari gadai adalah perjanjian kredit, oleh 
karena itu jika perjanjian kredit tersebut hapus maka perjanjian gadai 
juga hapus. Alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan dapat kita 
temui dalam Bagian I Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
mulai dari Pasal 1382 hingga Pasal 1403. Salah satu alasan hapusnya 
perikatan yang sangat terkait dengan hak gadai, terdapat dalam 
ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
berbunyi: 
Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang 
berkepentingan, seperti seorang yang turut berhutang atau 
seorang penanggung hutang. 
Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak 
ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak 
ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutang 
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debitur, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak 
menggantikan hak-hak kreditur. 
Dengan rumusan diatas secara tegas menyebutkan masalah 
pemenuhan hutang. Dengan demikian berarti yang dimaksud hapusnya 
perikatan adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau hutang debitur 
kepada kreditur.  Dengan dipenuhinya perjanjian pokok maka otomatis 
hapus pula perjanjian gadainya. 
2) Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang 
hak gadai (kreditur preferen), dikarenakan: 
a) Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur 
preferen (pemegang gadai). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Hak 
gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si 
pemegang gadai”. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang wajib 
memenuhi syarat obyektif (barang jaminan gadai) yang terwujud 
dalam eksistensi benda yang digadaikan. Hilang atau dicurinya 
benda jaminan gadai dari tangan penerima gadai mengakibatkan 
hapusnya gadai. Namun lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1152 
ayat (3) ditentukan bahwa pemegang gadai mempunyai hak untuk 
menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri tersebut dan bila 
barang gadai dimaksud didapatnya kembali, hak gadainya 
dianggap tidak pernah telah hilang; 
b) Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang hak gadai 
(kreditur preferen) secara sukarela; Pasal 1152 ayat 2 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tak ada 
hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi 
gadai”. Hal demikian ini diartikan sebagai kreditur preferen telah 
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melepaskan haknya untuk menahan barang jaminan dan 
mendapatkan pelunasan lebih dahulu dari piutangnya. 
3) Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 
1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebenarnya undang-
undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Dalam Pasal 
1159 dikatakan, jika pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang 
yang diberikan dalam gadai, yang berutang tidak berkuasa menuntut 
pengembaliannya, sebelum ia melunasi uang pokok pinjaman serta 
bunganya. Disini pemegang gadai mempunyai hak retensi. Yang 
dimaksud dengan hak retensi adalah hak pemegang gadai untuk 
menahan barang jaminan sampai pemberi gadai melunasi uang pokok 
pinjaman beserta bunganya. Namun jika kreditur preferen (penerima 
gadai) menyalahgunakan benda gadai maka pemberi gadai berhak 
untuk menuntut kembali jaminan dari penerima gadai. Sehingga 
penerima gadai kehilangan hak retensi tersebut. Kalau benda jaminan 
ke luar di kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus 
(Rachmadi Usman, 2008: 144 dan J. Satrio, 2002: 132). 
4) Pelaksanaan  parate eksekusi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Pasal 1155 ayat (1), bila debitur (pemberi gadai) 
wanprestasi, penerima gadai diberikan wewenang untuk melakukan 
penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya dengan 
kekuasaan sendiri (parate eksekusi) di depan umum (melalui 
pelelangan umum), guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari 
pendapatan penjualan barang jaminan tersebut. Dengan 
dilaksanakannya penjualan secara lelang terhadap benda gadai, maka 
benda gadai dimiliki oleh orang lain. Sehingga hak gadai menjadi 
hapus. 
3. Tinjauan tentang Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
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a. Pengertian Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut rahn. Rahn adalah 
suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan 
hutang. Pengertian rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-
dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti pada kalimat maun rahin, 
yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT 
dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38: “Setiap orang bertanggung jawab 
atas apa yang telah diperbuatnya”. 
Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang 
tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan 
makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata Ar-Rahn 
berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat 
hutang.  
Pengertian gadai (Rahn) dalam Hukum Islam (Syara’) adalah 
menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan 
syara’ sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil 
seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut (Zainuddin Ali, 2008:2). 
Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) atau dalam penelitian ini lebih 
lanjut disebut dengan Gadai Syariah (rahn) adalah menahan salah satu 
harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas 
hutang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut 
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau 
penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 
kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Muhammad Syafi’i Antonio, 
2001:128). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai syariah 
merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda 
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berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai 
jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga gadai 
syariah berdasarkan hukum gadai syariah. Fungsi akad perjanjian dalam 
pengertian gadai (rahn) antara pihak peminjam dengan pihak yang 
meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang 
dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn 
pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni 
berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu’amalah akad ini 
merupakan akad tabarru atau akad derma yang tidak mewajibkan 
imbalan. 
b. Pengertian Al-Qardh 
Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtaridh) yang membutuhkan dana dan/atau uang. Oleh karena itu, 
nasabah Al-Qardh berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang disepakati bersama antara pihak pemberi 
pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Namun, biaya 
administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah atau 
peminjam. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan 
kepada nasabah bila dianggap perlu. Jaminan dimaksud dapat berarti 
agunan dan/atau harta benda yang menjadi jaminan hutang (Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2001: 105). 
Nasabah Al-Qardh dimaksud, dapat memberikan tambahan 
(sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama 
tidak diperjanjikan dalam akad. Namun, bila pinjaman dimaksud, nasabah 
tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat 
yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan 
ketidakmampuan peminjam, maka lembaga keuangan syariah dapat:  
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1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan/atau 
2) menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam. 
Lain halnya, bila nasabah tidak menunjukkan keinginanya untuk 
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena 
ketidakmampuannya maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan 
sanksi kepada nasabah. Sanksi dimaksud, dapat berupa penjualan barang 
jaminan. Namun, bila barang jaminan tidak mencukupi, maka harta yang 
lain yang dimiliki oleh nasabah diambil untuk memenuhi kewajiban 
secara penuh. 
c. Dasar Hukum Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Dasar hukum yang menjadi landasan Gadai Syariah adalah ayat-ayat 
Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma’ ulama, dan fatwa MUI. 
1) Al-Quran 
QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam 
membangun konsep gadai. Yang artinya adalah sebagai berikut 
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. 
Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang 
siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Diterjemahkan 
oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran di 
sempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran). 
2) Hadis Nabi Muhammad SAW 
Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat 
rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang 
antara lain diungkapkan sebagai berikut 
 93
a) Hadis A’isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang 
berbunyi 
Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali 
dan Ali bin Khasyram berkata: “ keduanya mengabarkan kepada 
kami Isa bin Yunus bin’ Amasy ari Ibrahim dari Aswad dari 
‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW memberi makan 
dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. 
Muslim) 
b) Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
yang berbunyi: 
Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, 
ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami 
Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sesungguhnya Rasulullah 
SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di 
Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. 
(HR. Ibnu Majah) 
c) Hadis dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Al-
Bukhari, yang berbunyi: 
Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, 
mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan 
kepada kami Zakariya dari Sya,bi dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan 
dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila 
digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima 
gadai boleh mendapat manfaatnya. (HR. Al-Bukhari) 
d) Hadis riwayat Abu Hurairah ra, berbunyi: 
“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang 
menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.” (HR. Asy-Syafi’i dan 
Ad-Daruquthni) 
3) Ijma’ Ulama 
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal 
dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang 
menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 
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Yahudi. Para ulama juga menggambarkan indikasi dari contoh Nabi 
Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya 
bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, 
bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang 
tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan 
mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad 
SAW kepada mereka. 
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di 
antaranya dikemukakan sebagai berikut 
a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn; 
b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas; 
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijaroh; 
d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah; 
e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi. 
d. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Pada umunya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu’amalah) 
dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai 
maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah 
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termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi 
pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. 
1) Rukun Gadai 
Dalam fikih empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba’ah) 
diungkapkan rukun gadai sebagai berikut 
a) Aqid (orang yang berakad) 
Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) 
arah, yaitu: 
(1) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan 
(2) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), 
atau penerima gadai. 
Hal dimaksud, didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijab 
qabul (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai). 
Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat 
Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih 
harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. 
b) Ma’qud ‘alaih (barang yang diakadkan) 
Ma’qud ‘alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu: 
(1) Marhun (barang yang digadaikan) 
(2) Marhun bih (dain), atau hutang yang karenanya diadakan akad 
rahn. 
 
2) Syarat-Syarat Gadai  menurut Hukum Islam (Syariah) 
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Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka 
dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: 
a) Shigat 
Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu 
yang akan datang. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran 
akad maka diperbolehkan.  
b) Pihak-pihak yang Berakad Cakap menurut Hukum 
Pihak-pihak yang cakap menurut hukum mempunyai pengertian 
bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan 
hukum, yang ditandai dengan aqil baliq, berakal sehat, dan mampu 
melakukan akad. 
c) Hutang (Marhun Bih) 
Hutang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa: 
(1) Hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk 
membayar kepada pihak yang memberi piutang; 
(2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak 
bermanfaat maka tidak sah; 
(3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. 
d) Marhun 
Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima 
gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama 
menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah 
syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, 
yang ketentuannya adalah: 
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(1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 
ketentuan syariat Islam; 
(2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan 
besarnya hutang; 
(3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan 
secara spesifik); 
(4) Agunan itu sah milik debitur; 
(5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik 
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya); 
(6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa 
tempat. 
(7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya 
maupun manfaatnya (Zainuddin Ali, 2008: 20-22). 
Di samping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum 
berikut: 
(1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang 
menyederhakan barang ) dilunasi. 
(2) Marhun dan manfaatnya tetap jadi milik rahin. Pada 
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 
kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun 
dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
(3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 
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murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan 
tetap menjadi kewajiban rahin. 
(4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
(5) Penjualan marhun 
(a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 
rahin untuk segera melunasi hutangnya. 
(b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka 
marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai 
syariah. 
(c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 
serta biaya penjualan. 
(d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 
Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-UI No. 
26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi 
ketentuan umum berikut: 
(1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. 
(2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung 
oleh penggadai (rahin). 
(3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran 
yang nyata-nyata diperlukan. 
(4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan 
akad ijarah. 
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e. Akad Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Pada dasarnya Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) berjalan di atas 
dua akad transaksi syariah yaitu: 
1) Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 
yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 
seluruh atau sebagian piutangnya. 
2) Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau 
jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barangnya sendiri. 
Akad Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) juga harus memenuhi 
ketentuan atau persyaratan yang menyertai meliputi: 
1) Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti mutahin 
mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. 
2) Marhun Bih (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan 
kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan 
tersebut.  
3) Marhun (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang 
dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh 
dari rahin, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan 
baik materi maupun manfaatnya. 
4) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang 
digadaikan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur. 
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5) Rahn dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, 
biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta 
administrasi (Andri Soemitra, 2009: 387-388). 
 
 
4. Tinjauan tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
a. Pengertian Pegadaian 
Pegadaian (pawnshop) adalah salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan 
yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang 
membutuhkan dana dalam waktu segera (Abdulkadir Muhammad dan 
Rilda Murniati, 2000: 105). 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah badan usaha tunggal 
yang diberi wewenang menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai 
dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program 
pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya melalui 
penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan mencegah praktek 
ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya (Rachmadi 
Usman, 2008:121). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pegadaian 
memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan perekonomian 
masyarakat. Menurut Michael T. Skully peran penting pegadaian adalah  
Pawnshops play an important role in providing consumers a quick and 
convenient source of loan funds. While these offices are located 
mainly in towns rather than villages, they use agents to operate in the 
countryside on their behalf. Therefore, pawnshops in developing 
countries service a wide range of people including those from the 
rural sector and even petty traders and other small-scale 
entrepreneurs. Unlike many government-sponsored small loan 
schemes, they seem successful in providing their customers small, 
short-term loans with relatively little loss problems, and generally 
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earn a sizeable profit. Pawnshops have already been used with some 
success by the public sector in Sri Lanka, Indonesia, and Thailand. 
Government planners in other developing countries may wish to 
consider how these institutions or their lending methods, either as 
regulated private or public sector bodies, could be used more 
effectively to finance rural development within their 
countries.(Michael T. Skully, 1994) 
 
 
 
Menurut keterangan diatas dapat diartikan bahwa 
Pegadaian memiliki peranan penting dalam hal penyediaan sumber 
dana yang cepat dan nyaman. Dimana kantornya kebanyakan berlokasi 
di wilayah kota dibandingkan dengan wilayah pedesaan, mereka 
menggunakan pegawainya untuk mengoperasikan usahanya didaerah 
pinggiran kota. Oleh karena itu, di negara berkembang pegadaian 
melayani berbagai macam orang termasuk orang-orang di daerah 
pedesaaan dan bahkan para pengusaha kecil dan menengah. Tidak 
seperti kebanyakan skema kredit yang disponsori oleh pemerintah, 
pegadaian sukses melayani para konsumen kecil, pinjaman jangka 
pendek dengan sedikit masalah dan keuntungan yang sepadan. 
Pegadaian telah digunakan oleh para pengusaha di sektor publik di 
wilayah Sri Lanka, Indonesia, dan Thailand. Pemerintah di negara 
berkembang lainnya juga telah mempertimbangkan mengenai 
konstitusi ini atau pun cara pemberian kredit ini, sebagai badan hukum 
sektor privat maupun sebagai badan hukum sektor publik, untuk 
membiayai pengembangan usaha pada wilayah pedesaan di negara 
mereka secara lebih efektif.  
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam 
Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik 
Negara sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, 
yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan 
Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa 
kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian). 
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b. Tugas dan Fungsi Pegadaian 
Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak 
memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai 
yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan 
non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari 
masyarakat, maka pada dasarnya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Tugas Pokok Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar 
hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan 
Pegadaian atas dasar materi. 
2) Fungsi pokok Pegadaian adalah: 
a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai 
dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 
b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang 
menguntungkan bagi Pegadaian maupun masyarakat. 
c) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan 
pelatihan. 
d) Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana Pegadaian. 
e) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi 
pengelolaan Pegadaian (Marzuki Usman, 1995: 359). 
c. Misi, Tujuan, dan Usaha Pegadaian 
1) Misi Pegadaian 
Pegadaian mempunyai misi memenuhi kebutuhan dana dari 
masyarakat dengan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai. 
Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat golongan 
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ekonomi lemah (yang berpenghasilan rendah) agar tidak terjerat oleh 
dan terhindar dari praktek lintah darat (profiteer) dan pegadaian gelap 
(ilegal pawnshop) dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, Pegadaian menyediakan pinjaman dana dengan 
sewa modal (bunga) relatif rendah 3% (tiga persen) sampai 4% (empat 
persen) per bulan. Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai 
barang jaminan. Makin besar nilai barang jaminan, makin besar pula 
pinjaman yang akan diperoleh peminjam. 
Karena penyaluran dana pinjaman didasarkan pada sistem gadai, 
maka jaminan barang bergerak merupakan syarat mutlak yang wajib 
dipenuhi oleh setiap calon peminjam. Barang bergerak yang dapat 
dijadikan jaminan itu diklasifikasikan menurut golongan barang yang 
ditetapkan oleh Direksi. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan lebih 
mudah mengetahui nilai barang jaminan dalam hal menetapkan jumlah 
pinjaman yang dapat disalurkan kepada peminjam. Untuk menentukan 
nilai setiap barang jaminan, maka Pegadaian menunjuk penaksir yang 
memiliki keahlian khusus mengenai penilaian barang. Taksiran atas 
nilai barang jaminan didasarkan atas harga pasar setempat yang dapat 
disesuaikan dari waktu ke waktu. 
http://www.pegadaian.co.id/k.visimisi.php?uid=. Surakarta, 18 Maret 
2010) 
2) Tujuan Pegadaian 
Sejalan dengan misi Pegadaian di atas, Pegadaian bertujuan: 
a) Membantu masyarakat golongan ekonomi lemah mengatasi 
kesulitan akan dana yang dibutuhkan segera.  
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b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang 
berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek 
lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi. 
c) Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di 
bidang ekonomi dan pembangunan nasional (Abdulkadir 
Muhamad dan Rilda Murniati, 2000: 109). 
3) Usaha Pegadaian 
Usaha mencapai tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan berbagai 
usaha, baik yang bersifat pelayanan publik maupun yang bersifat 
business oriented. Beberapa usaha tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan pembiayaan meliputi: 
(1) Menyalurkan kepada masyarakat dana pinjaman dengan bunga 
rendah pelayanan cepat, sederhana, dan murah berdasarkan 
hukum gadai; 
(2) Memberikan kredit kepada pegawai/karyawan yang 
berpenghasilan tetap dan pengembaliannya dilakukan dengan 
memotong gaji/upah secara bulanan. 
b) Kegiatan pelayanan jasa meliputi: 
(1) Menyediakan dan melayani jasa taksiran bagi masyarakat yang 
ingin mengetahui besar nilai riil barang yang dimiliki, baik 
untuk dijadikan jaminan pinjaman maupun untuk dijual; 
(2) Menerima jasa titipan barang bagi masyarakat yang ingin 
menitipkan barang-barang berharga miliknya agar aman dari 
gangguan, pencurian, dan perusakan (Abdulkadir Muhamad 
dan Rilda Murniati, 2000: 109-110). 
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c) Kegiatan bisnis properti, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam 
memanfaatkan aset perusahaan, pembangunan gedung 
perkantoran, pertokoan, dengan sistem built, operate and transfer 
(BOT). 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
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LEMBAGA KEUANGAN 
Lembaga Keuangan bukan Bank Lembaga Keuangan Bank 
Pegadaian Bank 
Umum 
Bank 
Perkreditan 
Rakyat 
Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Perdata 
(Peraturan Pemerintah 
Nomor 103 Tahun 2000 
tentang Perusahaan 
Umum Pegadaian dan 
Pasal 1150-1160 
KUHP) 
Gadai menurut Hukum 
Islam (Syariah) 
(Fatwa DSN-MUI No. 
25/DSN-MUI/III/2002 
tentang Rahn dan Fatwa 
DSN-MUI No. 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang 
Rahn Emas) 
a. Kesesuaian pelaksanaan gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan 
Umum Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
dengan landasan hukum masing-masing sistem 
gadai 
b. Kekhususan pelaksanaan gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah)  di Perusahaan 
Umum Pegadaian  cabang Purwotomo Surakarta 
c. Komparasi pelaksanaan gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan 
Umum Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Keterangan 
Bentuk usaha lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri atas 2 
(dua), yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. 
Lembaga keuangan bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai tugas sebagai bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum 
dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha 
secara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atau prinsip 
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas 
pembayaran. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika 
dibandingkan dalam kegiatan bank umum. 
Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada adalah Pegadaian. 
Dalam perkembangan usahanya, Pegadaian memiliki 2 (dua) sistem gadai, 
yaitu: Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah). Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dalam pelaksanaan transaksi gadainya menggunakan prinsip 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian dan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah)  menggunakan 
prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan 
Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 
Untuk itu tentu saja dalam pelaksanaannya, Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terdapat 
 108
perbedaan. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian untuk meneliti 
apakah pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan landasan masing-
masing sistem gadai, kemudian meneliti tentang kekhususan pelaksanaan 
gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah)  di Perusahaan Umum Pegadaian  cabang Purwotomo 
Surakarta, serta mengkomparasikan pelaksanaan gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
di Perusahaan Umum Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet 
Riyadi No. 357 Surakarta. Sebelum tahun 2007 Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta bersebelahan dengan Pegadaian Kantor 
Wilayah Surakarta. Namun pada tahun 2007 Pegadaian Kantor Wilayah di 
seluruh Jawa Tengah termasuk Pegadaian Kantor Wilayah Surakarta bergabung 
dengan Pegadaian Kantor Wilayah Jawa Tengah yang bertempat di Semarang. 
Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. 
2287/SDM. 200322/2009 tentang Perubahan I atas Peraturan Direksi Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian No. 1480/SDM. 200322/2008 tanggal 11 Juni 2008 
tetang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan berdasarkan 
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Peraturan Pemerintah Indonesia No. 103 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik 
Indonesia No. 200 Tahun 2000). Sebagai suatu perusahaan yang ingin 
mengembangkan usahanya keseluruh penjuru negeri maka Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian mendirikan kantor cabang di hampir seluruh wilayah 
Indonesia. Kantor cabang merupakan unit operasional perusahaan yang langsung 
menjalankan kegiatan pelayanan jasa gadai dan usaha lain kepada pengguna jasa 
(pelanggan/nasabah). Salah satu kantor cabang Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian di wilayah Surakarta adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
cabang Purwotomo Surakarta. Saat ini Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
cabang Purwotomo Surakarta menjadi kantor cabang kelas II.  
 
Struktur Kepemimpinan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
 
 
Gambar 2. Struktur Kepemimpinan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
 
 
Struktur Organisasi Kantor Cabang Kelas II 
 
DEWAN PENGAWAS 
DIREKTUR UTAMA PEGADAIAN 
PEMIMPIN WILAYAH UTAMA/WILAYAH 
KANTOR CABANG 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Kelas II 
Pesatnya perkembangan Pegadaian dari tahun ke tahun menuntut Pegadaian 
untuk memperluas bidang usahanya selain pemberian pinjaman berdasarkan 
hukum gadai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Lampiran  Bagian Keempat tentang 
Kegiatan dan Pengembangan Usaha Pasal 8 (delapan) dan Peraturan Direksi 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. 2287/SDM. 200322/2009 Bagian 
Kedua tentang Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menyelenggarakan usaha antara lain: 
penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, dan penyaluran pinjaman 
berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pembiayaan logam mulia, 
serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Tujuan dari Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama 
golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, 
dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek 
riba, dan pinjaman tidak wajib lainnya. Yang perlu diperhatikan bahwa 
PEMIMPIN CABANG 
MANAJER OPERASIONAL 
PENGELOLA UPC 
FUNGSIONAL 
FUNGSIONAL 
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pengembangan usaha-usaha lain tersebut juga harus meningkatkan keuntungan 
perusahaan dan masyarakat. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Perusahaan umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta dan wawancara dengan Bapak 
Sonny Bintoro Yudho selaku Pimpinan Cabang Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta, diperoleh hasil penelitian berupa data 
yang menunjang penelitian ini. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 
 
1. Landasan Hukum Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Pelaksanaan Gadai menurut Hukum 
Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta 
Landasan hukum dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta terdapat dalam Buku Dua Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tentang Kebendaan khususnya Bab XX Tentang Gadai 
dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pasal-Pasal tersebut mengatur 
mengenai pelaksanaan gadai, antara lain: Jaminan; Perjanjian Pokok; Hak 
Kreditur Gadai; Penyerahan Barang Jaminan dari Debitur kepada Kreditur 
dan Penguasaan Barang Jaminan; Pemeliharaan Benda Jaminan; 
Perhitungan Bunga; Hapusnya Gadai; serta Eksekusi Gadai. 
Sedangkan landasan hukum dari pelaksanaan Gadai menurut Hukum 
Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 
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tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn Emas. Kedua fatwa tersebut berisis tentang para pihak dalam Gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah); Pemanfaatan Marhun (Barang Yang 
Dijaminkan); Penyimpanan dan Pemeliharaan Marhun; serta Penjualan 
Marhun. 
2. Kekhususan Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
Dalam pelaksanaan gadai, baik menggunakan sistem Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) pastilah memiliki perbedaan masing-masing. Dari perbedaan inilah 
dapat terlihat kekhususan dari masing-masing sistem gadai baik sistem Gadai 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah). Kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata adalah kemudahan, keamanan, dan 
kecepatan transaksi gadainya. Sedangkan kekhususan dari pelaksanaan Gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah) dilihat berdasarkan landasan hukumnya 
berpedoman pada Hukum Islam (Syariah). Sehingga pelaksanaan gadainya 
lebih syar’i dan terhindar dari paktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran 
agama Islam seperti riba atau bunga. 
3. Komparasi Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
a. Penggolongan Uang Pinjaman di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta 
1) Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian terdapat produk gadai 
yang mempergunakan ketentuan Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu Produk KCA (Kredit Cepat Aman). 
Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan mempergunakan 
Produk KCA  (Kredit Cepat dan Aman) diwajibkan untuk membawa 
barang sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Mengenai 
besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksir dari barang yang 
dijadikan sebagai jaminan tersebut. Berikut adalah penggolongan uang 
pinjaman berdasarkan Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian: 
a) Golongan A 
Jumlah jaminan antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- 
adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan A. 
b) Golongan B 
Jumlah jaminan antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- 
adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan B. 
c) Golongan C 
Jumlah jaminan antara Rp. 505.000,- sampai dengan Rp. 
20.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan C. 
d) Golongan D 
Jumlah jaminan antara Rp. 20.050.000,- sampai dengan Rp. 
200.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan D. 
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Rumus perhitungan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo adalah 
a) Setiap pencairan kredit baru akan dikenakan biaya administrasi 
sebesar 1% dari uang pinjaman. 
b) Perhitungan uang pinjaman di hitung dari:  
Nilai Pinjaman X Sewa Modal (bunga) sesuai dengan golongannya 
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Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman (KCA) 
 
Rubrik 
Tabel Sewa Modal KCA 
Keterangan UP Minimal UP Maksimal Sewa Modal/15 hari 
A AKN A-Kain 20.000 150.000 0.75 % 
AKT A-Kantong 20.000 150.000 0.75 % 
AGD A-Gudang 20.000 150.000 0.75 % 
B BDG B-Gudang 151.000 500.000 1.20 % 
BKT B-Kantong 151.000 500.000 1.20 % 
C CGD C-Gudang 505.000 20.000.000 1.30 % 
CKT C-Kantong 505.000 20.000.000 1.30 % 
CMT C-Motor 505.000 20.000.000 1.30 % 
CMB C-Mobil 505.000 20.000.000 1.30 % 
D DGD D-Gudang 20.050.000 500.000.000 1.00 % 
DKT D-Kantong 20.050.000 500.000.000 1.00 % 
DMT D-Motor 20.050.000 500.000.000 1.00 % 
DMB D-Mobil 20.050.000 500.000.000 1.00 % 
Tabel 1. Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman (KCA) 
 
Biaya Administrasi KCA 
 
Lama Kredit Presentase (dihitung dari 
sisa UP) 
 1 s/d 30 hari 0.2 % 
31 s/d 60 hari 0.4 % 
6 s/d 90 hari 0.6 % 
91 s/d 120 hari 0.8 % 
Tabel 2. Biaya Administrasi KCA 
 
 
 
Keterangan : 
1. UP = Uang Pinjaman 
2. Perhitungan sewa modal KCA dihitung per 15 hari dan kelipatannya, 
dimulai dari tanggal kredit. 
3. Maksimum lama kredit adalah 120 hari, dan bisa diperpanjang dengan 
membayar sewa modal 
4. Metode pelunasan bisa dengan cara dibayar sekaligus atau dengan cara 
mengangsur 
5. Setiap pencairan kredit baru akan dikenakan biaya administrasi sebesar 
1% 
6. Setiap perpanjangan/cicil/penambahan kredit akan dikenakan biaya 
administrasi sesuai Tabel Biaya Administrasi 
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2) Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah) lebih dikenal dengan nama Produk Gadai 
Syariah. Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman 
diwajibkan untuk membawa barang sebagai jaminan atas pinjaman 
yang diterimanya. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan sistem Gadai Syariah 
juga disesuaikan dengan nilai taksir dari barang yang dijadikan 
sebagai jaminan tersebut. Penggolongan uang pinjaman Gadai syariah 
berdasarkan Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian adalah sebagai berikut: 
a) Golongan A 
Jumlah jaminan antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- 
adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan A. 
b) Golongan B 
Jumlah jaminan antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- 
adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan B. 
c) Golongan C 
Jumlah jaminan antara Rp. 501.000,- sampai dengan Rp. 
1.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan C. 
d) Golongan D 
Jumlah jaminan antara Rp. 1.005.000,- sampai dengan Rp. 
5.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan D. 
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e) Golongan E 
Jumlah jaminan antara Rp. 5.010.000,- sampai dengan Rp. 
10.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan E. 
f) Golongan F 
Jumlah jaminan antara Rp. 10.050.000,- sampai dengan Rp. 
20.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan F. 
g) Golongan G 
Jumlah jaminan antara Rp. 20.100.000,- sampai dengan Rp. 
50.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan G. 
h) Golongan H 
Jumlah jaminan antara Rp. 50.100.000,- sampai dengan Rp. 
200.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit 
golongan H. 
Ketentuan perhitungan tarif Ijarah di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta adalah 
a) Tarif Ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun. 
b) Tarif Ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 
hari. 
Tarif Ijarah meliputi biaya pemakaian ruang dan pemeliharaan barang 
jaminan/marhun sesuai rumus berikut:  
Taksiran / Rp. 10.000,- x Rp. 80,- x Jangka waktu / 10 
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Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn) 
 
Golongan 
UP Min UP Max Pembulatan 
UP 
Pembulatan 
Ijarah 
Tarif Ijarah 
Periode 
Perhitungan 
Ijarah 
Biaya 
Adm. 
Gadai 
Biaya 
Adm. 
Surat 
Hilang 
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.  Rp. Rp. 
A 20.000 150.000 1.000 100 80 Per 10 hari 1.000 1.000 
B 151.000 500.000 1.000 100 80 Per 10 hari 5.000 2.000 
C 501.000 1.000.000 1.000 100 80 Per 10 hari 8.000 3.000 
D 1.005.000 5.000.000 5.000 100 80 Per 10 hari 16.000 4.000 
E 5.010.000 10.000.000 10.000 100 80 Per 10 hari 25.000 4.000 
F 10.050.000 20.000.000 50.000 100 80 Per 10 hari 40.000 4.000 
G 20.100.000 50.000.000 100.000 100 80 Per 10 hari 50.000 4.000 
H 50.100.000 200.000.000 100.000 100 80 Per 10 hari 60.000 4.000 
I 20.000 200.000.000 1.000 100 1% Per 120 hari 30.000 4.000 
Tabel 3. Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah 
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b. Jenis Barang Jaminan 
Berdasarkan Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian barang jaminan yang dapat diterima sebagai 
barang jaminan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta pada prinsipnya adalah barang bergerak.  
Jenis barang jaminan yang dapat dijaminkan juga tidak berbeda antara 
antara barang jaminan yang dapat menjadi jaminan pinjaman dari produk 
KCA (Kredit Cepat Aman) maupun produk Gadai Syariah. Barang-barang 
tersebut antara lain: 
(1) Barang-barang perhiasan:  
- Semua perhiasan yang dibuat dari emas; 
- Perhiasan perak, platina; 
- Yang berhiaskan intan, mutiara. 
(2) Barang-barang elektronik: 
- Telepon genggam (hand phone); - Radio; 
- Laptop; - Tape recorder; 
- Televisi; - VCD/DVD player; 
-  Kulkas; - radio kaset. 
(3) Kendaraan: 
- Sepeda; 
- Sepeda motor; 
- Mobil. 
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Jenis barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan gadai menurut 
Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang: 
(1) Barang-barang milik pemerintah: 
- Senjata api, senjata tajam 
- Pakaian dinas 
- Perlengkapan ABRI dan pemerintah 
(2) Barang-barang yang mudah busuk 
- Makanan dan minuman 
- Obat-obatan 
- Tembakau 
(3) Barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar 
- Korek api 
- Mercon (petasan/mesiu) 
- Bensin 
- Minyak tanah 
- Tabung berisis gas 
(4) Barang yang sukar di taksir nilainya 
- Barang purbakala 
- Historis 
(5) Barang yang dilarang peredarannya 
Ganja, opium, madat, heroin, senjata api, dan sejenisnya 
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(6) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar diterapkan taksirannya 
Lukisan dan Buku 
(7) Barang-barang lainnya 
- Barang yang disewa-belikan 
- Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas 
- Barang titipan sementara 
- Barang yang tidak diketahui asal-usulnya 
- Barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, 
dll) 
- Pakaian jadi 
- Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum 
- Ternak/binatang 
c. Prosedur Pelaksanaan Gadai di Perusahaan Umum (Perum)  
Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. 
Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta pelaksanaan transaksi gadai didasarkan pada Surat Edaran 
Nomor : 4/LB.1.00.221/2001 dan Surat Keputusan Direksi Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian Nomor: Opp.2 / 67 / 5 tentang Pelaksanaan 
Transaksi Gadai, serta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 
305/UL3.00.22.3/2003 tentang Pelaksanaan Transaksi Gadai Syariah.  
1) Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
a) Prosedur pemberian pinjaman Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata oleh masing-masing bagian (pelaksana) di 
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Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta melalui tahapan-tahapan, antara lain: 
(1) Bagi nasabah:  
(a) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit 
(FPK); 
(b) Menyerahkan Formulir Permintaan Kredit (FPK) dengan 
melampirkan fotocopy KTP/identitas lainnya dan Barang 
Jaminan (BJ) yang dijadikan jaminan kredit. 
(2) Bagi penaksir: 
(a) Menerima Formulir Permintaan Kredit (FPK) dengan 
lampiran fotocopy KTP/identitas lain, tanda tangan dan 
menyerahkan kembali kepada nasabah sebagai tanda 
penerimaan barang jaminan (BJ); 
(b) Melaksanakan taksiran sesuai Buku Peraturan Menaksirkan 
(BMP), Pedoman Opersional Kantor Cabang (POKC) dan 
Surat Edaran (SE) yang berlaku untuk menetapkan 
besarnya nilai taksiran dan nilai pinjaman; 
(c) Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku 
Taksiran Kredit (BTK) dan menerbitkan Surat Bukti Kredit 
(SBK), dan Surat Bukti Kredit (SBK) dibuat rangkap 2 dan 
didistribusikan (lembar 1 diserahkan kepada nasabah dan 
Kitir (K) dwilipat ditempelkan atau diplombir degan 
barang jaminan dan diserahkan kepada penyimpanan atau 
pemegang gudang). 
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(3) Bagi bagian kasir: 
(a) Menjumlahkan potongan barang jaminan (BJ), taksiran dan 
uang pinjaman masing-masing golongan SBK; 
(b) Hasil penjumlahan catat pada Buku Rekapitulasi Kredit 
(BRK) dan Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ); 
(c) Menerima Surat Bukti Kredit (SBK) dari nasabah dan SBK 
dwilipat dari penaksir selanjutnya memeriksa 
keabsahannya; 
(d) Menyiapkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan dwilipat 
serta melakukan pembayaran dan tanda tangan; 
(e) Surat Bukti Kredit (SBK) asli beserta uangnya diserahkan 
pada nasabah lalu laporan harian kredit diserahkan ke 
Asisten Manager (Asman) Administrasi dan Keuangan atau 
Bagian administrasi. 
(4) Bagi bagian Asisten Manager (Asman) administrasi dan 
keuangan atau bagian keuangan: 
(a) Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua 
golongan berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat 
yang diterima dari kasir dalam Kas Kredit (KK) rangkap 2, 
selanjutnya dibukukan ke dalam Buku Kredit, Buku Kas, 
dan Buku Kredit lembar 1 dengan lampiran Kas Kredit 
lembar 1 dan asli; 
(b) Rekapitulasi kredit dikirimkan ke Kantor Wilayah dan 
buku kas lembar 2, Kas Kredit lembar 2 dan Rekapitulasi 
Kredit (RK) lembar sebagai arsip kantor cabang, pada akhir 
jam kantor; 
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(c) Berdasarkan badan surat bukti kredit (SBK) dwilipat dan 
buku kredit rekapitulasi (BKR) dibuat Rekapitulasi Kredit 
(RK) dan dicatat pada Ikhtisar Kredit dan Pelunasan (IKP). 
(5) Bagi bagian gudang: 
(a) Menerima barang jaminan yang ditempel kitir dwilipat 
Surat Bukti Kredit (SBK) dari penaksir dan Buku Kredit 
Rekapitulasi (BKR) lembar 2 (karbonais) dari Asisten 
Manager (Asman) pada akhir jam tutup kantor kemudian 
cocokkan barang jaminan yang telah ditempel/diplomir 
kitir (K) Surat Bukti Kredit dwilipat dengan Buku Kredit 
Rekapitulasi (BKR) dan Buku Penerimaan Barang Jaminan 
(BPBJ); 
(b) Apabila harian kas sesuai antara barang jaminan yang 
diterima hari itu dengan Buku Penerimaan Barang Jaminan 
(BPBJ) selanjutnya ditandatangani dan dicatat ke dalam 
Buku Gudang (BG), Barang Jaminan (BJ) disimpan di 
gudang dan saldo Buku Gudang (BG) dicocokkan. 
b) Prosedur Pemberian Uang Pinjaman pada Perusahaan Umum 
(Perum)  Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
(1) Bagi penaksir: 
(a) Pengajuan nasabah; 
(b) Penaksir membuat Surat Bukti Kredit (SBK) 
i. SBK lembar 1 kepada nasabah 
ii. SBK lembar 2 kepada kasir 
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(2) Bagi bagian kasir:  
(a) Menerima badan surat bukti kredit (SBK) lembar 2 
(dwilipat) dari penaksir; 
(b) Menerima Surat Bukti Kredit (SBK) dari nasabah dan 
memeriksa keabsahannya, menyiapkan pembayaran, 
membubuhkan tanda tangan dan tanda bayar pada Surat 
Bukti Kredit (asli dan dwilipat), surat bukti kredit lembar 1 
(asli) beserta uangnya diserahkan kembali kepada nasabah; 
(c) Berdasarkan badan surat bukti kredit dwilipat catat dalam 
Laporan Harian Kas (LHK), badan surat bukti kredit 
lembar 2 (dwilipat) didistribusikan kepada Asisten 
Manager (Asman) administrasi dan keuangan atau bagian 
administasi. 
(3) Bagi bagian Asisten Manager (Asman) administrasi dan 
keuangan atau bagian administrasi 
(a) Menerima badan surat bukti kredit lembar 2 (dwilipat) dari 
kasir berdasarkan bukti catat dalam Kas Kredit (KK); atas 
dasar Kas Kredit (KK) dicatat dalam Buku Kas (BK) 
rangkap 2, Rekapitulasi Kredit (RK), Ikhtisar Kredit dan 
Pelunasan (IKP); 
(b) Setiap minggu buku-buku tersebut didistribusikan dalam 
Buku Kas dengan lampiran Kas Kredit (KK) lembar 1 
dikirim ke kantor wilayah dan Buku Kas dengan lampiran 
Kas Kredit (KK) lembar 2 dibuat Rekapitulasi Kredit serta 
Ikhtisar Kredit dan pelunasan sebagai arsip kantor cabang, 
dan terakhir pada jam tutup kantor Rekapitulasi Kredit 
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(RK) dicocokkan dengan jumlah barang jaminan yang 
diterima pada hari itu. 
c) Prosedur Pelunasan Kredit Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
cabang Purwotomo Surakarta 
(1) Bagi nasabah 
(a) Menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK); 
(b) Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai 
dengan jumlah yang harus dibayar; Menerima kitir Surat 
Bukti Kredit (SBK) asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti 
pengambilan barang jaminan; 
(c) Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan 
nomor Barang Jaminan (BJ) seperti tersebut pada kitir 
Surat Bukti Kredit (SBK) asli bagian luar (L). 
(2) Bagi bagian kasir 
(a) Menerima Surat Bukti Kredit (SBK) dari nasabah; 
Memeriksa keabsahan Surat Bukti Kredit (SBK) yang 
diterima; 
(b) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh 
nasabah, yaitu: Pokok Pinjaman + Sewa Modal; menerima 
jumlah pembayaran dari nasabah; 
(c) Menerbitkan dan menyerahkan Slip Pelunasan (SP) kepada 
nasabah sebagai tanda bukti pelunasan; Membubuhkan cap 
Lunas, tanggal, dan paraf pada Surat Bukti Kredit (SBK) 
asli yang dilunasi, baik pada badan Surat Bukti Kredit 
(SBK), kitir dalam (D) dan kitir luar (L); 
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(d) Melakukan distribusi Surat Bukti Kredit (SBK): a) Kitir 
bagian dalam (D) kepada Gudang, b) Kitir bagian luar (L) 
kepada nasabah, c) Badan Surat Bukti Kredit (SBK) 
kepada bagian administrasi. 
(e)  Melakukan pencatatan ke dalam Laporan Harian Kas 
(LHK). 
(3) Bagi bagian Gudang 
(a) Menerima kitir SBK bagian dalam (D); memeriksa cap 
lunas, tanggal, dan paraf kasir; 
(b) Mengambil Barang Jaminan (BJ) ke gudang dengan cara 
mencocokan kitir SBK bagian dalam (D) dengan kitir SBK 
yang menempel di BJ; menyerahkan BJ kepada kepada 
nasabah dengan cara mencocockkan nomor kitir SBK 
bagian dalam (D) dengan kitir SBK bagian luar (L) yang 
dipegang nasabah; apabila telah cocok/sesuai BJ dapat 
diberikan kepada nasabah pembawa kitir SBK bagian Luar 
(L); 
(c) Melakukan pencatatan kedalam Buku Gudang; 
(d) Setiap akhir jam kerja melakukan 
pencocokan/pemeriksaan: 
i. Mencocokkan kitir dwilipat SBK asli yang dimasukkan 
ke dalam liaspen dengan bulan kredit, nomor rubrik, 
dan uang pinjaman; 
ii. Mencocokkan jumlah kitir yang ada dengan jumlah 
kitir pada pengeluaran BJ (dengan mengingat juga kitir 
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yang ada pada pegawai barang 
kasep/pengikat/penaksir/KPK) 
(4) Bagi bagian Administrasi 
(a) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar badan SBK 
yang diterima dari Kasir pada Buku Pelunasan, Buku Kas, 
dan Ikhtisar Kredit dan Pelunasan; 
(b) Membuat Rekapitulasi Pelunasan dan mencocokkannya 
dengan Buku Gudang dan Buku Pelunasan. 
d) Prosedur Parate Eksekusi Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
cabang Purwotomo Surakarta 
Sesuai dengan pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Parate eksekusi dilaksanakan apabila setelah 
jatuh tempo debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk 
membayar hutangnya kepada kreditur gadai (wanprestasi) maka 
kreditur gadai (kreditur preferen) berhak untuk melakukan 
penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya 
dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) di depan umum 
(melalui pelelangan umum).  
Dalam pelaksanaanya di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta sebelum lelang 
dilaksanakan, nasabah diberikan kesempatan waktu kurang lebih 
15 hari setelah tanggal jatuh tempo untuk melunasi atau 
memperpanjang kredit atau membayar sewa modal. Selama 15 
hari tersebut Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta juga aktif mengirimkan surat peringatan 3 
(tiga) kali berturut kepada debitur yang wanprestasi tersebut 
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yang menyatakan bahwa jika selama 15 hari debitur tidak juga 
melakukan pemenuhan kewajiban membayar pinjaman kepada 
kreditur (Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian) baik dengan 
cara melunasi atau memperpanjang kredit atau membayar sewa 
maka barang jaminan debitur akan segera di eksekusi. Hal ini 
dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta agar nasabah masih mempunyai 
kesempatan untuk memiliki kembali barang jaminannya, apabila 
setelah melewati waktu 15 hari maka Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta akan melelang 
barang jaminan tersebut, sedangkan pelaksanan prosedur lelang 
yang digunakan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta adalah sebagai berikut: 
(1) Panitia Lelang 
(a) Menerima barang jaminan yang akan dilelang dari 
petugas gudang dengan menggunakan Berita Acara 
Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan 
dilampiri daftar barang jaminan yang akan dilelang 
(b) Jumlah barang jaminan yang akan dilelang dicocokan 
dengan buku kontrol pelunasan dan buku gudang 
(c) Melakukan taksir ulang dan ditulis pada belakang surat 
bukti kredit dwilipat 
(d) Mempersiapkan peralatan lelang dan membawa barang 
yang akan dilelang ketempat lelang 
(e) Mengisi nomor – nomor barang yang akan dilelang ke 
dalam daftar rincian penjualan lelang 
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(f) Membagikan katalog lelang dan menerima uang muka 
dari calon pembeli lelang 
(g) Menetapkan NTL dan NML tiap – tiap barang yang akan 
dilelang sesuai urutan nomor surat bukti kredit dwilipat, 
kemudian ditawarkan kepada pembeli lelang 
(h) Menetapkan pemenang lelang setelah mendapat 
penawaran tertinggi langsung dicatat pada daftar rincian 
penjualan lelang dan surat bukti kredit dwilipat bagian 
muka 
(i) Membuat buku penjualan lelang dan register barang 
lelang milik perusahaan untuk barang yang tidak laku 
dilelang 
(j) Membuat risalah lelang dengan menggunakan berita 
acara lelang dan menyerahkan uang hasil penjualan 
lelang dengan menggunakan buku serah terima uang 
kepada kasir pelunasan 
(k) Menyetorkan Bea Lelang dan Uang Miskin ke Kas 
Negara 
(l) Mengirim bukti setoran Bea Lelang, Uang Miskin dan 
foto copy berita acara lelang ke BUPLN setempat 
(m) Membuat rata - rata lakunya lelang dan mengirimkanya 
ke KANWIL disertai dengan berita acara lelang.  
(2) Pembeli Lelang 
(a) Mendaftar dan menyerahkan uang muka kepada panitia 
lelang 
(b) Menawar, membayar, dan menerima barang 
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(3) Kasir 
Atas dasar berita acara lelang dan uang tunai yang diterma 
dicatat sebagai dasar pembuatan Laporan Harian Kas, Berita 
Acara Lelang dan Register Barang Lelang Perusahaan 
diserahkaan kepada petugas bagian administrasi 
(4) Bagian Administrasi 
(a) Menerima berita acara lelang dan register barang lelang 
milik perusahaan dari kasir 
(b) Membuat buku penjualan lelang berdasarkan daftar 
rincian penjualan lelang dan surat bukti kredit dwilipat 
lelang 
(c) Berdasarkan bukti-bukti tersebut dibuat kas Debet dan 
dicatat dalam Buku Kas. 
Kelebihan uang penjualan lelang barang jaminan tersebut 
menjadi milik debitur. Jangka waktu pengambilan uang 
kelebihan tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal lelang. Jika 
sampai 1 tahun uang tersebut tidak di ambil oleh debitur maka 
kelebihan uang penjualan lelang barang jaminan akan menjadi 
milik perusahaan. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil 
dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan itu menjadi risiko 
yang ditanggung oleh Pegadaian. 
2) Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
a) Prosedur pemberian pinjaman Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) oleh masing-masing bagian (pelaksana) di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo  Surakarta melalui 
tahapan-tahapan, antara lain: 
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(1) Bagi rahin: 
(a) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman 
(FPP), menyerahkan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) 
yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan 
fotocopy KTP/identitas lainnya serta marhun yang dijamin; 
(b) Menerima lembar tulis Formulir Permintaan Pinjaman 
(FPP) sebagai tanda bukti penyerahan marhun, 
mendatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan dwilipat 
yang diserahkan oleh kasir pinjaman, menerima sejumlah 
uang pinjaman (marhun bih) dan Surat Bukti Ranh asli 
(lembar satu), dan menyerahkan kitir Formulir Permintaan 
Pinjaman (FPP) kepada kasir. 
(2) Bagi penaksir: 
(a) Penerima Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dengan 
lampiran KTP /identitas lainnya beserta marhun dari rahin; 
(b) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengujian Formulir 
Permintaan Pinjaman dan marhun yang dijaminkan, 
menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (pada 
badan dan kitir) sebagai tanda bukti penerimaan marhun 
dari rahin, menyerahkan kitir formulir penerimaan 
pinjaman kepada rahin; 
(c) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai 
dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran 
(SE) yang berlaku,untuk taksiran marhun Golongan A 
dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, 
sedangkan golongan B, C, D, E harus diselesaikan oleh 
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penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa 
Pemutus Pinjaman (KPP); 
(d) Menentukan besarnya uang pinjaman (marhun bih) yang 
dapat diberikan kepada rahin sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, menentukan biaya administrasi dan 
menginformasikan besarnya tarif jasa simpan; 
(e) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain: 
i. Menetapkan jumlah uang pinjaman (marhun bih) 
berdasarkan rahin yang melebihi jumlah taksiran, 
ii. Mengikir, mengerik atau melepaskan mata dari barang 
perhiasan tanpa seijin pemilik, 
iii. Menentukan uang jasa simpan dan biaya administrasi diluar 
ketentuan yang berlaku, 
iv. Mengisi atau menulis, dan menandatangani surat bukti rahn 
selengkap – lengkapnya sesuai wewenang 
v. Merobek kitir /slip pengambilan surat bukti rahn 
dwilipat, 
(f) Menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan badan Surat 
Bukti Rahn dwilipat kepada kasir pinjaman, marhun 
dimasukkan kedalam kantong/dibungkus dan ditempelkan 
nomor  marhun dan diplombir; 
(g) Menjumlahkan potongan marhun, taksiran dan uang 
pinjaman, masing-masing golongan surat bukti rahn 
dwilipat. Hasil penjumlahan buku gudang ditulis pada 
Buku  Rekapitulasi Pinjaman (BRP) dan Buku Serah 
Terima Marhun (BSTM) dan membubuhkan tanda tangan 
pada kolom-kolom  “penyerahan“, bersama-sama dengan 
 111
petugas gudang menandatangani kolom serah terima 
marhun pada Buku Serah Terima Marhun. 
(3) Bagi kasir: 
(a) Menerima surat bukti rahn asli dan badan surat bukti rahn 
dwilipat dari penaksir; 
(b) Mencocokkan surat bukti rahn tersebut dengan kitir formulir 
permintaan pinjaman  yang diserahkan oleh rahin; 
(c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman 
(Marhun Bih) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat 
bukti rahn. 
(4) Bagi pemegang gudang / penyimpan: 
(a) Mencocokkan Marhun yang diterima dengan jumlah yang tertera 
pada Buku Serah Terima Marhun (BSTM) dan apabila terdapat 
cocok membubuhkan tanda tangan pada kolom “penerimaan“; 
(b) Melakukan pencatatan di Buku Gudang (BG), dan marhun yang 
diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan, rubrik dan 
bulan pinjaman marhun. 
b) Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta 
(1) Bagi rahin:  
(a) Menyerahkan surat bukti rahn kepada pegawai perhitungan 
jasa simpan; 
(b) Menerima surat bukti rahn yang telah dihitung jasa 
simpannya dari pegawai penghitung jasa simpan, 
 112
menyerahkan surat bukti rahn yang telah dihitung jasa 
simpannya kepada kasir beserta uangnya. 
(2) Bagi pegawai penghitung jasa simpan: 
(a) Memeriksa keabsahan surat bukti rahn asli dari rahin; 
(b) Menghitung jasa simpan dan mencantumkannya pada 
badan surat bukti rahn disertai parafnya; 
(c) Menyerahkan kembali surat bukti rahn yang telah dihitung 
jasa simpan kepada rahin. 
(3) Bagi kasir: 
(a) Menerima dan memeriksa surat bukti rahn asli tentang 
kelengkapan data dan keabsahannya; 
(b) Membuat Slip Pelunasan (SP) rangkap dua, menerima 
pembayaran dari rahin (pokok pinjaman dan jasa simpan) 
sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti rahn dan Slip 
Pelunasan; 
(c) Membubuhkan cap “ lunas “ dan memberi paraf pada 
badan surat bukti rahn dan kitir-kitirnya; 
(d) Mencatat semua penerimaan pelunasan pinjaman dan 
pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK), 
mendistribusikan surat bukti rahn tersebut sebagai berikut: 
i. Badan surat bukti rahn diserahkan kepada bagian 
administrasi 
ii. Lembar 1 slip pelunasan diserahkan kepada rahin untuk 
pengambilan marhun 
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iii. Kitir surat bukti rahn diserahkan kepada 
penyimpan/pemegang gudang sebagai dasar penerimaan 
marhun 
iv. Lembar slip 2 SP disimpan sebagai arsip 
(4) Bagi administrasi: 
(a) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar surat bukti 
rahn yang diterima  kasir, sesuai dengan golongan dan 
bulannya dalam buku pelunasan (BPL); 
(b) Pada akhir jam kerja dibukukan  dalam: Kas Debet (KD) 
rangkap 2, Buku Rekapitulasi Pelunasan (BRP), Ikhtisar 
Pinjaman dan Pelunasan (IPP) dan mendistribusikan: 
Lembar Ikhtisar Kas Debet dan Buku Kas ke kantor 
wilayah dan lembar 2 Kas Debet dan Buku Kas sebagai 
arsip; 
(c) Setiap akhir jam kerja mencocokkan dengan RPL dengan 
Buku Gudang (BG) 
(5) Bagian gudang: 
(a) Menerima kitir surat bukti rahn bagian “luar“ dari kasir sebagai 
dasar untuk mengambil marhun yang ditebus; 
(b) Mencocokkan nomor kitir “dalam“ yang diterima dari rahin dan 
nomor kitir yang ada pada marhun, apabila telah sesuai melepas 
kitir yang ada pada marhun dan menyerahkan marhun kepada 
rahin; 
(c) Atas dasar kitir  “dalam“ dan kitir marhun, pengeluaran marhun 
dicatat dalam Buku Gudang (BG), dan terakhir setiap akhir jam 
kerja mencocokkan Buku Gudang dengan RPL yang ada pada 
bagian administrasi. 
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c) Prosedur pelaksanaan lelang Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
Prosedur pelelangan marhun (barang jaminan) Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah) tidak terlalu berbeda dengan prosedur 
pelelangan barang jaminan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Adapun proses pelelangan barang jaminan dalam 
Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) adalah sebagai berikut: 
(1) Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (marhun) 
dilakukan, pihak Pegadaian akan memberitahukan kepada 
nasabah (rahin) yang barangnya akan dilelang; 
(2) Ditetapkan harga emas Pegadaian pada saat pelelangan, dengan 
margin 2% untuk pembeli; 
(3) Harga yang naik karena penawaran oleh banyak orang tidak 
dibolehkan, dikarenakan dikhawatirkan pembeli bersepakat 
untuk menurunkan harta pelelangan sehingga memungkinkan 
nasabah merugi. Oleh karena itu, pihak Pegadaian melakukan 
pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4 
orang); 
(4) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % 
dari harga jual, biaya pinjaman 120 hari (tarif ijarah), dan 
sisanya akan dikembalikan ke nasabah; 
(5) Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka 
waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan, diserahkan kepada 
Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
yang terakreditasi. 
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B. Pembahasan 
 
1. Kesesuaian Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta dengan 
Landasan Hukum masing-masing Sistem Gadai. 
a. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Landasan hukum dari pelaksanaan transaksi Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata khususnya pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Dimana pedoman 
hukum ini telah dilaksanakan dalam pelaksanaan transaksi Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Berikut akan dijelaskan 
pelaksanaan masing-masing pasal dalam pelaksanaan transaksi Gadai 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
1) Jaminan 
Dalam hukum perdata dikenal dua jenis hak jaminan yang 
pertama adalah hak jaminan yang timbul karena Undang-Undang dan 
yang kedua adalah hak jaminan yang timbul karena perjanjian. Dalam 
gadai, hak jaminan tersebut muncul karena adanya perjanjian gadai. 
Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan (perjanjian 
accessoir) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian 
hutang piutang. Dalam pelaksanaan transaksi Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta seorang calon debitur gadai 
harus membawa barang jaminan benda bergerak sebagai jaminan 
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hutangnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan bahwa 
gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan 
bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu oleh debitur.  
2) Perjanjian Pokok 
Dalam gadai terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok 
hutang piutang (kredit) yang diikuti dengan perjanjian tambahan 
(accessoir) gadai. Jadi perjanjian gadai merupakan tambahan dari 
perjanjian pokok kredit. Pelaksanaan pemberian pinjaman berdasarkan 
hukum gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta melalui tahap penandatangaan Surat Bukti 
Kredit (SBK) oleh kasir sebagai wakil dari Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta sebagai kreditur dan 
nasabah gadai sebagai debitur dan tahap penyerahan Surat Bukti 
Kredit (SBK) dari kasir kepada debitur gadai guna menyatakan bahwa 
yang menjadi perjanjian pokok dari gadai adalah perjanjian Kredit dan 
Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut juga digunakan sebagai bukti 
bahwa perjanjian pokok dari gadai (dalam hal ini perjanjian Kredit) 
telah dilaksanakan. Dalam Pasal 1151 disebutkan bahwa persetujuan 
gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi 
persetujuan pokoknya sehingga dapat diketahui bahwa pemberian 
gadai harus mengikuti perjanjian pokok.  
3) Hak Kreditur Gadai 
Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi tentang 
hak menjual yang diperoleh oleh kreditur gadai tidak berarti 
memberikan hak kepada kreditur gadai untuk memiliki atau menjadi 
pemilik dari benda yang digadaikan kepadanya. Kreditur juga tidak 
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diperkenankan memiliki barang yang digadaikan apabila debitur tidak 
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pelaksanaan Pasal 1154 dalam 
transaksi Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
yaitu apabila seorang debitur tidak melunasi kredit gadai sampai pada 
jatuh tempo maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dapat 
melakukan parate eksekusi terhadap barang jaminan dengan cara 
melelang barang jaminan tersebut. Namun hak untuk menjual ini tidak 
berarti bahwa Pegadaian sebagai pemilik dari barang jaminan tersebut. 
Pegadaian hanya menguasai barang jaminan tersebut selama debitur 
masih memiliki kewajiban kepada kreditur. Pelaksanaan eksekusi 
dilakukan untuk memenuhi kewajiban dari debitur yang wanprestasi 
kepada kreditur.  
4) Penyerahan Barang Jaminan Dari Debitur Kepada Kreditur dan 
Penguasaan Barang Jaminan 
Penyerahan barang dalam transaksi gadai dilakukan dengan cara 
feitelijke levering (penyerahan secara nyata). Dalam pelaksanaan 
transaksi Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta, 
adalah suatu keharusan bahwa calon debitur membawa barang jaminan 
berupa benda bergerak sebagai jaminan gadainya untuk diserahkan 
kepada kreditur (penerima gadai) untuk dikuasai. Jadi dengan kata lain 
debitur menyerahkan benda jaminan (secara nyata) kepada kreditur. 
Hal ini merupakan syarat mutlak dari pelaksanaan gadai. Pasal 1152 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hak gadai 
atas benda-benda bergerak diletakkan dengan membawa barang 
gadainya dibawah kekuasaan kreditur, tidak sah apabila segala benda 
dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai. 
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Pasal 1159 menyatakan bahwa penguasaan pemegang gadai 
terhadap barang jaminan tetap dipertahankan hingga dilunasinya 
seluruh kewajiban debitur. Dalam gadai, kreditur berhak untuk 
menahan benda jaminan sebagai jaminan hutang debitur sampai 
debitur melunasi semua hutang beserta bunganya (hak retensi), dimana 
penerima gadai hanya menguasai barang yang dijaminkan oleh 
pemberi gadai dan bukan memiliki barang jaminan tersebut. 
Penyerahan (Levering) benda jaminan secara nyata (Bezit) dari debitur 
kepada kreditur untuk dikuasai merupakan syarat mutlak yang harus 
dipenuhi dalam gadai (syarat Inbezistelling). Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian tidak akan mengembalikan barang jaminan yang 
diberikan oleh debitur sebelum debitur melunasi kredit gadai terlebih 
dahulu. Jika debitur tidak juga melunasi kewajibannya maka 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berhak untuk mengeksekusi 
barang jaminan melalui pelelangan dan mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil pelelangan barang jaminan tersebut. Namun 
disisi lain ketentuan mengenai penguasaan barang jaminan dalam 
gadai juga memiliki efek negatif khususnya bagi pengusaha kecil dan 
menengah. Ketentuan ini dapat mempersulit para pengusaha kecil dan 
menengah untuk melunasi pinjaman. Misalnya jika untuk memperoleh 
modal pengusaha tersebut harus menjaminkan barang modal padahal 
barang modal tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan 
usahanya. Jika hal ini dilakukan, tentu saja pengusaha tersebut akan 
mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman. Sehingga tujuan 
Pegadaian untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak dapat 
tercapai. Dengan dasar inilah kemudian Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian mengembangkan produk usaha yang tidak menyulitkan 
para pengusaha kecil dan menengah sehingga tetap pada tujuan inti 
Pegadaian yaitu membantu golongan ekonomi lemah. Produk 
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pinjaman dana berdasarkan prindip fidusia adalah contoh 
pengembangan produk usaha Pegadaian yang diharapkan dapat 
membantu para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal tanpa 
kehilangan barang modalnya. 
5) Pemeliharaan Benda Jaminan 
Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan 
bahwa seseorang (kreditur) sebagai pemegang kekuasaan atas benda 
milik orang lain (debitur) bertanggung jawab untuk hilangnya atau 
kemerosotan nilai barang jaminan karena kelalaiannya. Sehingga 
segala sesuatu kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari karena 
hilangnya atau merosotnya nilai barang jaminan ditanggung oleh 
kreditur (Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian). Oleh karena itu 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagai kreditur berkewajiban 
untuk memelihara kebendaan tersebut dengan baik, sebagaimana 
halnya seorang pemilik benda. Sehingga barang jaminan tidak hilang 
atau merosot nilai ekonomisnya karena kelalaian dari cara 
penyimpanannya. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian telah memiliki mekanisme tersendiri dalam pemeliharaan 
dan penyimpanan barang jaminan. Dimana mekanisme ini dapat 
melindungi barang jaminan ini dari hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti rusak ataupun hilang. 
 
6) Perhitungan Bunga  
Dalam transaksi Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta istilah perhitungan bunga diganti dengan istilah perhitungan 
sewa modal. Dimana besaran sewa modal telah ditentukan berdasarkan 
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Surat Edaran tersendiri dan disesuaikan dengan besarnya nilai 
pinjaman/jumlah piutang gadai. Pasal 1158 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perolehan bunga piutang 
gadai mengikuti besarnya jumlah piutang gadai.  
7) Hapusnya Gadai 
Pasal 1160 menyatakan bahwa selama hutang pokok belum 
dilunasi atau dibayar semua maka gadai tidak dapat dihapus dengan 
pengertian kreditur tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang 
yang digadaikan kepada debitur. Di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta jika hutang pokok debitur 
beserta uang sewa modal telah dilunasi maka pegadaian akan 
mengembalikan barang jaminan debitur. Dapat dikatakan bahwa jika 
hutang pokok debitur telah dilunasi maka hapuslah perjanjian pokok 
hutang piutang yang diikuti dengan hapusnya perjanjian tambahannya 
yaitu perjanjian gadai dan tidak berlaku sebaliknya. Di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian juga dimungkinkan bahwa debitur 
memperpanjang gadai dengan hanya membayar tarif sewa modal dan 
sebagian dari hutang (ulang gadai). Pelaksanaan ulang gadai tidak 
berarti bahwa debitur dapat memperoleh kembali barang jaminannya. 
Debitur harus tetap melunasi dan memenuhi seluruh kewajibannya 
(pelunasan hutang pokok dan sewa modal) untuk memperoleh kembali 
barang jaminannya. 
8) Eksekusi Gadai 
Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata mengatur mengenai parate eksekusi gadai. Pasal 1156 
memberikan mekanisme penjualan benda gadai berdasarkan penetapan 
pengadilan dan ketentuan bahwa kreditur wajib memberitahukan 
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debitur bahwa barang jaminan yang diberikan kepadanya sebagai 
jaminan hutang akan dilelang. Dalam prakteknya dalam transaksi 
Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta, jika debitur 
cidera janji (tidak melunasi kredit gadai sampai waktu jatuh tempo) 
maka kreditur (Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian) berhak untuk 
mengeksekusi barang jaminan dari debitur dengan cara melelang 
barang jaminan gadai. Dimana sebelumnya kreditur gadai telah 
memberitahukan kepada debitur yang wanprestasi melalui tiga kali 
Surat Peringatan. Dimana Surat Peringatan tersebut berlaku sebagai 
suatu pemberitahuan yang sah. Jika setelah tiga kali surat peringatan 
debitur tetap tidak mau memenuhi kewajibannya maka barang jaminan 
debitur akan segera di eksekusi dengan cara lelang untuk pelunasan 
hutangnya. Kemudian Pasal 1155 menyatakan, bila debitur (pemberi 
gadai) wanprestasi, penerima gadai (Pegadaian) diberikan wewenang 
untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan 
kepadanya dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) di depan 
umum (melalui pelelangan umum), guna mengambil pelunasan jumlah 
piutangnya dari pendapatan penjualan barang jaminan tersebut. Pasal 
1155 merupakan pemenuhan dari hak yang dimiliki oleh pemegang 
gadai (Pegadaian) yakni hak sebagai sebagai kreditur preferen. 
Dimana menurut pasal 1150 pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) 
memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari pada 
kreditur lainnya (Kreditur Konkruen). Disini pelaksanaan parate 
eksekusi merupakan realisasi dari hak Pegadaian sebagai kreditur 
preferen untuk didahulukan pelunasan piutangnya. 
b. Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
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Pada umunya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu’amalah) 
dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai 
maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah 
termasuk dalam transaksi gadai. Untuk mencapai keabsahan dalam 
transaksi Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terdapat rukun dan syarat 
tertentu yang harus ditaati yaitu: 
1) Adanya pihak yang berakad; 
Para pihak tersebut adalah rahin (pihak yang menggadaikan) dan 
murtahin (yang menerima gadai). Agar keabsahan gadai dapat 
tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai 
subjek hukum. Syarat tersebut adalah rahin dan murtahin telah cakap 
melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliq, berakal 
sehat, dan mampu melakukan akad. Dalam transaksi Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
pihak yang berakad juga disebut dengan rahin dan murtahin. Dalam 
transaksi Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian Purwotomo dapat di pastikan bahwa para pihak 
yang melakukan akad adalah orang yang telah cakap melakukan 
perbuatan hukum. Misalnya seseorang calon rahin yang ingin 
mempergunakan jasa gadai syariah di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian diharuskan membawa identitas diri seperti kartu tanda 
penduduk. Dalam ketentuan di Indonesia orang yang telah 
mendapatkan kartu tanda penduduk merupakan orang yang telah 
berusia 17 tahun. Dimana 17 tahun pada umumnya manusia juga telah 
aqil baliq. Dari sisi murtahin dalam hal ini Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian yang diwakili oleh karyawannya juga dirasa sudah 
layak untuk melakukan transaksi gadai. Seluruh karyawan Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian telah melalui proses seleksi yang cukup 
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ketat untuk dapat bekerja di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 
Salah satu syarat untuk masuk proses seleksi adalah syarat jenjang 
pendidikan minimal sarjana. Dimana sesesorang yang mendapatkan 
gelar sarjana rata-rata berumur lebih dari 20 tahun. Umur 20 tahun 
dianggap sangat cakap untuk melakukan perbuatan hukum. 
2) Adanya ijab dan kabul; 
Lafadz ijab kabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis 
maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya 
perjanjian gadai. Pernyataan ijab kabul yang terdapat dalam gadai 
tidak boleh terikat dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan 
hakikat rahn. Kemudian perwujudan ijab dan kabul dalam transaksi 
Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian yaitu penandatanganan surat bukti rahn oleh rahin sebagai 
pihak yang menyerahkan barang dan kasir (wakil dari dari Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian) sebagai pihak yang menerima barang. 
Dimana penandatanganan ini menjadi tanda disepakatinya perjanjian 
gadai syariah (akad rahn) dan perjanjian sewa tempat dan penitipan 
barang jaminan (akad ijarah). 
3) Adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta; 
Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan 
(‘ainiyah). Oleh karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi 
penyerahan objek akad. Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk 
memegang objek akad (al-qabdu). Para ulama bersepakat, bahwa 
perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang 
digadaikan (marhun) secara hukum telah berada ditangan pihak 
penerima gadai (murtahin). Apabila barang gadai telah dikuasai (al-
qabdh) oleh pihak penerima gadai (murtahin), maka perjanjian gadai 
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bersifat mengikat kedua belah pihak. Barang (marhun) harus dapat 
diperjualbelikan, berupa harta yang bernilai, harus diketahui keadaa 
fisiknya, dan harus dimiliki oleh rahin. Seorang rahin yang ingin 
menggunakan jasa Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian diharuskan untuk membawa 
marhun (barang jaminan) sebagai jaminan bahwa rahin akan melunasi 
hutangnya (marhun bih) kepada Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian. Dalam hal barang gadai (marhun) yang dijadikan jaminan 
gadai oleh rahin di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian harus 
merupakan barang yang harus dapat dijual dan nilainya seimbang 
dengan besarnya hutang. 
4) Adanya hutang (marhun bih);  
Hutang (marhun bih) merupakan hak yang wajib diberikan atau 
diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatanya, dan 
dapat dihitung jumlahnya; 
Pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta berpedoman pada 
ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 
 
1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn, berisi tentang: 
a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi.  
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b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 
kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya. 
c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban rahin. 
d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
e) Penjualan marhun 
(1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 
untuk segera melunasi hutangnya. 
(2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka 
marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
(3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta 
biaya penjualan 
(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 
Dalam ketentuan pertama disebutkan bahwa murtahin (Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian) berhak menahan barang jaminan rahin (Nasabah) 
sampai hutangnnya dilunasi. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tidak 
akan memberikan barang jaminan kepada rahin jika rahin  belum 
melunasi seluruh hutangnya. Penyimpanan dan pemeliharaan marhun 
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(barang jaminan) dilakukan  oleh murtahin (Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian). Penyimpanan dan pemeliharan barang jaminan telah diatur 
dalam ketentuan tersendiri sehingga terjamin keamanannya. Dalam hal 
penjualan marhun, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian juga 
melakukannya sesuai dengan urutan yang terdapat dalam ketentuan Fatwa 
DSN-MUI. Apabila jatuh tempo, murtahin (Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian) memperingatkan rahin (nasabah) untuk segera melunasi 
hutangnya. Apabila rahin (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, 
maka marhun (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 
sesuai syariah dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. Namun ketentuan diatas belum sepenuhnya dijalankan oleh 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
dalam pelaksanaan transaksi Gadai Syariahnya. Hal tersebut terlihat dalam 
hal kekurangan hasil penjualan. Dalam prakteknya di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian kekurangan hasil penjualan lelang barang jaminan 
tidak di tanggung oleh rahin tetapi di tanggung oleh murtahin (Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian).  
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, berisi tentang: 
a) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 
penggadai (rahin). 
b) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada 
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
c) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad 
Ijarah. 
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Ketentuan ini juga telah dilaksanakan dalam transaksi Gadai Syariah di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. 
Dalam hal biaya penyimpanan barang seluruhnya ditanggung oleh rahin 
(nasabah) dimana biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad 
Ijarah. 
2. Kekhususan dari Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Purwotomo 
Surakarta 
a. Kekhususan dari Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta 
Dalam pelaksanaannya di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian, Gadai menurut Kitab Undang-Udang Hukum Perdata 
disebut dengan produk KCA (Kredit Cepat Aman). Prosedur 
pelayanan produk KCA ini mudah, aman dan cepat. Dengan adanya 
produk KCA ini, Pemerintah bermaksud melindungi rakyat kecil yang 
tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dari nama produk inilah 
kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta itu nampak. Sesuai dengan nama produknya 
yaitu KCA (Kredit Cepat Aman), Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian menekankan pada pemberian pinjaman yang mudah, cepat 
serta aman bagi kebutuhan dana masyarakat ekonomi lemah di 
Indonesia.  
Yang dimaksud dengan mudah adalah para calon debitur tidak 
perlu mempunyai rekening untuk dapat melakukan transaksi gadai, 
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cukup dengan membawa barang jaminan dan uang pinjaman akan 
segera ada di tangan debitur. Yang dimaksudkan dengan ‘cepat’ 
adalah kecepatan dari prosedur gadai. Proses transaksi gadai yang 
relatif singkat, tidak membutuhkan waktu berhari-hari sehingga  
kebutuhan dana langsung dapat terpenuhi. Kemudian yang dimaksud 
dengan ‘aman’ adalah dari segi lembaga gadai dan keamanan barang 
jaminan. Dalam hal keamanan lembaga gadai, ini terlihat dari jelasnya 
status Pegadaian yaitu suatu Perusahaan Umum (Perum) yang juga 
juga berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 
Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian) . Hal ini 
membuktikan bahwa Perum Pegadaian adalah suatu lembaga gadai 
legal sehingga terjamin keamanannya. Selanjutnya mengenai 
keamanan barang jaminan. Di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
barang  yang dijaminkan dijaga sedemikian rupa sesuai dengan aturan 
pemeliharaan barang jaminan sehingga pada saat debitur menerima 
kembali barang jaminan setelah memenuhi pelunasan hutangnya, 
barang tersebut tetap dengan keadaan semula ketika barang tersebut 
dijaminkan. 
 
b. Kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta 
Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menjawab kebutuhan 
transaksi gadai sesuai Syariah. Aspek syariah tidak hanya menyentuh 
bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi 
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nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari 
unsur Riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan gadai syariah yang 
termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni 
berasal dari modal sendiri ditambah dana dari pihak ketiga dari sumber 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) juga hadir untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan 
Menentramkan Yang dimaksud dengan cepat  yaitu hanya dalam 
waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit 
perbankan kebutuhan dana masyarakat akan terpenuhi. Yang 
dimaksud dengan praktis adalah tidak perlu membuka rekening 
ataupun prosedur lain yang memberatkan. Calon debitur (rahin) cukup 
membawa barang-barang berharga miliknya, saat itu juga rahin akan 
mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 
hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan 
rahin masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman 
dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan 
pemeliharaan serta biaya administrasi. Kemudian yang dimaksud 
dengan menentramkan adalah sumber dana pinjaman gadai syariah di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
berasal dari sumber yang sesuai dengan Syariah (berasal dari Bank 
Muamalat), proses gadai berlandaskan prinsip Syariah, sehingga lebih 
syar'i dan menetramkan.  
Dari penjelasan diatas terlihat kekhususan dari pelaksanaan 
Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta yaitu prosedur gadainya yang 
berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan 
dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan 
pemeliharaan barang jaminan). Karena berbasis hukum Islam maka 
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prosedur transaksinya terbebas dari unsur-unsur yang tidak 
diperbolehkan dalam agama Islam, contohnya mengenai bunga atau 
riba. Prosedur transaksi gadai  syariah ini didasarkan pada Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dimana fatwa-
fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia juga berdasarkan dari Al-Quran dan Hadist para Nabi SAW. 
Dengan mempergunakan gadai syariah, umat muslim tidak perlu 
khawatir mengenai ke-halal-an dari transaksi gadainya. 
Kekhususan lain dari gadai syariah adalah adanya Dewan 
Pengawas Syariah (DPS). Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah 
guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha agar tetap 
sesuai dengan syariat Islam. DPS Pegadaian saat ini masih menyatu 
dengan DPS-Bank Muamalat Indonesia sebagai mitra usahanya. 
Susunan DPS Pegadaian Syariah sebagai berikut: 
Ketua : Prof. K.H. Ali Yafie 
Anggota : K.H. M.A. Sahal Mahfudh 
Anggota : K.H. Ma’ruf Amin 
Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab 
Anggota : Prof. Dr. Muardi Chatib. 
 
3. Komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta 
Dari uraian mengenai prosedur Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta dapat dicermati 
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perbedaan dari pelaksanaan transaksi Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
dibandingkan dengan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
yaitu: 
a. Landasan hukum dalam pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya 
pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 sedangkan dalam Gadai menurut 
Hukum Islam (Syariah) yang menjadi landasan hukum dari transaksi 
gadainya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
Emas; 
b. Dalam pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
atau dalam prakteknya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disebut 
dengan KCA (Kredit Cepat Aman) para pihak dalam gadai disebut dengan 
debitur gadai (pemberi gadai) dan kreditur gadai (penerima gadai) 
sedangkan dalam Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) para pihak disebut 
dengan rahin (pemberi barang jaminan) dan murtahin (penerima barang 
jaminan); 
 
 
c. Dalam pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
bukti perjanjian kredit gadai disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK) 
sedangkan dalam Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) disebut dengan 
Surat Bukti Rahn (SBR); 
d. Dalam pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya 
merupakan suatu perjanjian accesoir (perjanjian tambahan) dimana 
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kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian 
tambahan sedangkan dalam Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terdapat 
2 (dua) akad yaitu akad rahn (gadai syariah) dan akad ijarah (jasa sewa 
tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan). Dimana kedudukan 
kedua akad tersebut sejajar dan merupakan akad yang penting dalam Gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah); 
e. Dalam pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
pemberian keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian berupa sewa modal 
yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh 
nasabah sedangkan gadai syariah tidak menekankan pada pemberian bunga 
dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai syariah tetap 
memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah 
Nasional, yaitu memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 
jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, 
bukan dari jumlah pinjaman.; 
f. Perbedaan yang lain adalah penetapan periode (jumlah hari) dalam 
perhitungan sewa modal (dalam Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukumperdata) maupun tarif Ijarah (dalam Gadai menurut Hukum Islam). 
Dalam penetapan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari sedangkan dalam 
penetapan tarif Ijarah ditentukan per 10 hari; 
g. Kemudian mengenai jangka waktu maksimal gadai, dalam Gadai menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum perdata jangka waktu maksimal gadai adalah 
3 bulan atau 120 hari sedangkan dalam Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah) jangka waktu maksimal gadai adalah 4 bulan. 
h. Perbandingan perhitungan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
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Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Taksiran barang jaminan      = 10.000.000 Taksiran barang jaminan    = 10.000.000 
Besarnya pinjaman: 
90% x 10.000.000                = 9.000.000 
Besarnya pinjaman: 
90% x 10.000.000               = 9.000.000 
Biaya administrasi golongan C 
0,2% x 9.000.000                 = 18.000 
Biaya administrasi golongan E 
 (lihat tabel tarif Ijarah)       = 25.000 
Tarif sewa modal (30 hari) 
Sewa modal 1.3% per 15 hari 
(1.3% x 2) x 9.000.000        = 234.000 
 
Tarif Ijarah (30 hari) 
Tarif Ijarah Rp. 80,- per 10 hari 
(10.000.000/10.000) x (80 x (30 / 10)) 
                                           = 240.000 
Total                                       252.000 Total                                     265.000 
Karena dalam Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
setiap pencairan kredit baru akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% 
dari uang pinjaman jadi total perhitungan dalam Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata  
252.000 + (9.000.000 x 1%) = 342.000 
Maka berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa biaya yang harus 
dikeluarkan nasabah yang menggunakan sistem Gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata lebih besar dibandingkan dengan biaya 
yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang menggunakan sistem Gadai 
menurut Hukum Islam (Syariah). Sehingga jika dilihat dari sisi nasabah 
maka  penggunaan sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) dirasa 
lebih menguntungkan. 
i. Dalam hal pelaksanaan prosedur eksekusi secara garis besar tidak terdapat 
perbedaan antara Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dengan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Perbedaan terlihat jika 
telah sampai pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan 
Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kelebihan uang 
hasil lelang yang tidak di ambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun 
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sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik perusahaan 
(Pegadaian), sedangkan dalam Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
kelebihan uang hasil lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat 
(BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi. Namun dalam 
hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang 
debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh 
perusahaan. Hal ini berlaku baik dalam Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata maupun dalam Gadai menurut Hukum Islam 
(Syariah). 
BAB IV PENUTUP 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan 
sebagai berikut: 
1. Bahwa pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
telah sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sedangkan dalam pelaksanaan Gadai menurut Hukum 
Islam (Syariah)di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo 
Surakarta belum  sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 
tentang Rahn serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Ketidaksesuaian tersebut 
terlihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn khususnya dalam Ketentuan Umum 
Nomor 5 bagian (d) tentang kekurangan hasil penjualan lelang barang 
jaminan. Dimana dalam ketentuannya disebutkan bahwa kekurangan hasil 
penjualan lelang barang jaminan ditanggung oleh rahin namun dalam 
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pelaksanaannya kekurangan hasil penjualan lelang ditanggung oleh 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagai murtahin. 
2. Kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang 
Purwotomo Surakarta yaitu kemudahan, kecepatan dan keamanan 
transaksi gadai. Yang dimaksud dengan ‘mudah’ adalah para calon debitur 
tidak perlu mempunyai rekening untuk dapat melakukan transaksi gadai, 
cukup dengan membawa barang jaminan dan uang pinjaman akan segera 
ada di tangan debitur. Kemudian yang dimaksudkan dengan ‘cepat’ adalah 
proses transaksi gadai yang relatif singkat, tidak membutuhkan waktu 
berhari-hari sehingga  kebutuhan dana langsung dapat terpenuhi. 
Kemudian yang dimaksud dengan ‘aman’ adalah dari segi lembaga gadai 
yaitu keamanan penyimpanan barang jaminan dan jelasnya status 
Pegadaian sebagai Perusahaan Umum (berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan 
(Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian).  
b. Kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
adalah prosedur gadainya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, 
dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya 
jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Karena berbasis hukum 
Islam maka prosedur transaksinya terbebas dari unsur-unsur yang tidak 
diperbolehkan dalam agama Islam, contohnya mengenai bunga atau riba. 
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Kekhusuan lain dari gadai syariah adalah adanya Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha 
agar tetap sesuai dengan syariat Islam. 
3. Komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta akan dijelaskan dalam tabel 
berikut: 
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PEMBANDING Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Landasan hukum  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada 
Pasal 1150 sampai Pasal 1160 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 
tentang Rahn Emas 
 
Para pihak dalam gadai Debitur Gadai (Pemberi barang jaminan) dan Kreditur Gadai 
(Penerima barang jaminan) 
Rahin (pemberi barang jaminan) dan Murtahin (penerima barang 
jaminan) 
 
Kwitansi Gadai  Surat Bukti Kredit (SBK) Surat Bukti Rahn (SBR) 
 
Pengembalian keuntungan dari nasabah 
kepada Pegadaian 
 
berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya 
nilai pinjaman 
memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 
jaminan 
 
Perjanjian 1 (satu) perjanjian kredit 2 (dua) akad yaitu akad rahn (gadai syariah) dan akad ijarah (jasa 
sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan) 
 
Penetapan periode (jumlah hari) tarif sewa modal ditentukan per 15 hari 
 
tarif Ijarah ditentukan per 10 hari 
Jangka waktu maksimal gadai maksimal gadai adalah 3 bulan atau 120 hari 
 
maksimal gadai adalah 4 bulan 
 
 
Perbadingan tarif sewa modal dan tarif Ijarah  
Gadai menurut KUHPerdata Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Taksiran barang jaminan  = 10.000.000 
 
Taksiran barang jaminan  = 10.000.000 
 
Besarnya pinjaman: 
90% x 10.000.000             =  9.000.000 
Besarnya pinjaman: 
90% x 10.000.000             =   9.000.000 
Biaya administrasi golongan C 
0,2% x 9.000.000              =       18.000 
Biaya administrasi golongan E 
 (lihat tabel tarif Ijarah)     =        25.000 
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Karena dalam Gadai menurut KUHPerdata setiap 
pencairan kredit baru akan dikenakan biaya 
administrasi sebesar 1% dari uang pinjaman jadi 
total perhitungan dalam Gadai menurut 
KUHPerdata  
252.000 + (9.000.000x1%) = 342.000 
 
Maka berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan nasabah yang menggunakan sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih 
besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang menggunakan sistem Gadai menurut Hukum Islam. 
Tarif sewa modal (30 hari) 
Sewa modal 1.3% per 15 hari 
(1.3% x 2) x 9.000.000      =    234.000 
 
Tarif Ijarah (30 hari) 
Tarif Ijarah Rp. 80,- per 10 hari 
(10.000.000/10.000) x (80x(30/10)) 
                                          =       240.000 
Total                                       252.000 Total                                     265.000 
Eksekusi Secara garis besar tidak terdapat perbedaan dalam prosedur eksekusi antara Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dengan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) 
Kelebihan uang hasil lelang kelebihan uang hasil lelang yang tidak di ambil oleh nasabah 
akan menjadi milik perusahaan (Pegadaian) 
kelebihan uang hasil lelang yang tidak di ambil oleh nasabah akan 
diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) yang terakreditasi 
 
 
 
 
B. Saran 
 
1. Agar Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tetap pada tujuannya yaitu 
membantu masyarakat golongan ekonomi lemah mengatasi kesulitan akan 
dana yang dibutuhkan sehingga dapat mencegah dan menghindarkan 
masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek lintah darat dan pegadaian 
gelap dengan bunga yang tinggi.  
2. Perlunya peningkatan profesionalisme dari seluruh sumber daya manusia yang 
ada di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta 
guna memberikan pelayanan yang  prima dan pelayanan yang terbaik bagi 
masyarakat. Serta perlunya peningkatan prinsip kecermatan dan kehatian-
hatian bagi para penaksir dalam menaksir barang jaminan untuk menghindari 
kesalahan taksir yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 
3. Diharapkan agar Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian lebih 
mensosialisasikan keberadaan produk gadai syariah serta keuntungan-
keuntungan dari gadai syariah kepada masyarakat luas sehingga masyarakat 
memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan sistem gadai yang sesuai 
keinginan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan dana mereka. 
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